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SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMI'III KABI'PATEN ROKAN HILIR

Nomor : : 44IHK.O3 .l-Ii;pt I l4O7 I KjPlt-If:ab lX I 2OL9

TEITTAITG

PEDOMAN TEXNIS PEITCALOI{AI{ PEMILIHAIT

BI'PATI DAT{ WAXIL BI'PA?I ROKAI{ HILIR TAIII'N 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIIIAN IIMUM I(ABI'PATEN ROI(AIT HILIR,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94

ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

3 Tahun 2017 Terrtang Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang

rlimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir

tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihart

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2O20.

Undang-Undang Nomor 53 Talun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singng, dan Kota Batam (Lembaran Nega-ra

Republik Indonesia Ta-hun L999 Nomor 181);

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 39O2) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2O08 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor

lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4880);
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2 Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentatg
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undangubah, terakhir diubah dengan Undang-

Undang Nomor 1O Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali

kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor f 30,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Walil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagairnana telah

diubah dengal Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2Ol7 PencaTonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32O);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan / Atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2O2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O 19 Nomor 905);

Keputusan Komisi pemilihar Umum Kabupaten Rokan

Hilir Nomor : 39/HK.O3.l-Kpt/O2/I<ab/Xl2Ol9

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

?)

4

5

6



Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

PEMILIHAN UMIIM
ROKAN HILIR

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 6OIHK.03.1-

BA/ l4O7 IKPU-K BIX/2O19 Tanggal 18 Oktober 2019

tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan

Hilir Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSA.IT KOMISI PEMILIHAN UMI'M PROVII|SI

RIAU TEI{TA"ITG PEIX)MAN TEXIiilS PENCAIPNAN

PE}IILIHAN BT'PATI DAN WAXIL BT'PATIKABUAPTEN

ROKAN HILIR TAHI'N 2O2O.

Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun

2020, sebagaimana tercantum dalam l"ampiran I, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

1n1.

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pencalonan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020,

sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

1n1

Ditetapkan di

Pada tanggal

Bagansiapiapi

18 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
I(ABUPATEN ROKAN HILIR

ttd

SEKRET

A

Ditetapkan di Bagansiapiapai
Pada tanggal 13 Desember 2019

Saliuan Sesuai Deagaa Asltnya

SUPRTYAI{TO



PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2O2O

BAB I
PENDAIIULUAN

B. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil

Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2O2O yang dimaksud

dengan:

1. Pemilihan Bupati {s1 Sskil Bupati Kabupatea Rokan Hilir,
yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan

kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Rokan Hilir untuk
memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokann Hilir secara

langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, yang selanjutnya

disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden yang diselenggarakan paling akhir.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

NoMoR : a+lHK.O3.t-Kptl I4O7 lKPU-Kablxl2Ol9
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN

WAICL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2O2O

A. LATARBELAKANG

Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2O20 dimaksudkan untuk

menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dan Penyelenggara AdLaq

2. Partai Politik Pengusung bakal Pasangan Calon dan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan;

3. Para Pemangku kepentingan (stake twldef lainnya yang terkait

dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Wakil Bupati

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020.



3. Komisi Pemlllhan Unum Republik Indonesia, yang selanjutnya

disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan

diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggara€rn Pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, yang selanjutnya

disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan

umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

Pemilihan.

5. Komlsl Pemllihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya

disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau

Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur

dalam undang-undang Pemilihan.

6. Panltia Pemillhaa Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK,

adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten / Kota untuk

menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau narna

lain.

7. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS,

adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten / Kota untuk

menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan

lain/kelurahan.

8. Badan Peagawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut

Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang

diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang

diatur dalam undang-undang Pemilihan.



9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya

disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan

pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud

dalam undang-undalg yang mengatur mengenai penyelenggara

pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihaa Kabupaten/Kota, yang

selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia

yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah

Kabupaten/ Kota.

1l. Panitia Pengawas Pemilihan Kecrnratan, yang selanjutnya

disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh

Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi

penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

12. Pengawas Pemllihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL,

adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan

lain/kelurahan.

13. Partai Politik, adalah organisasi yang bersifat nasional dan

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,

masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Gabungan Partai Politik, adalah gabungan dua atau lebih Partai

Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau

Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu)

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

15. Pimplnan Partai Politll Tingkat Pusat adalah Ketua Umum
dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan

sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran

Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.



16. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi atau
Kabupatea/Kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai

Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai

Politik tingkat Provinsi atau kabupaten/kota atau dengan

sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang

bersangkutan.

17.Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon

bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon

Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Rokan Hilir.

18. Bakal Pasangaa Cdon Bupati & trIakil Bupati, yang selanjutnya

disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga neg€ua Republik

Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar

kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.

19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya

disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasalgan Calon yang

telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta

Pemilihan.

20. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Rokan

Hilir yang sedang menjabat.

2l.Mantan Terpidaaa adalah orang yang sudah selesai menjalani

pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan

administratif dengan materi yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

22. Metteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum

dan hak asasi manusia.

23. tlart adalah hari kalender.

C. ASAS PEIIYELEMTARAAN PEUILU

Dalam melaksanakan tahapan

Pemilihan harus berpedomar pada asas

l. mandiri;

2. jujur;

3. adil;

4. kepastian hukum;

5. terlib;

6. kepentingan umum;

Pemilihan, penyelenggara



7. keterbukaan;

8. proporsionalitas;

9. profesionalitas;

10. akuntabilitas;

1 I . efisiensi

12. efektivitas; dan

13. aksesibilitas.

D. PESERTA PEMILIHAN

Peserta Pemilihan adalah :

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Polltik atau

Gabungan Partai politik dan telah memenuhi syarat untuk

ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau

2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah

memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

BAB II
PERSYARATAN CALOT{ DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALOIY

Warga Negara Indoaesia dapat menjadi Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, dengan nenenuhi
penyaratan sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas

atau sederajat;

4. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk
Calon Bupati dan Wakil Bupati terhitung sejak penetapan

Pasangan Calon;

5. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan

narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan

menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli

psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);

6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



7. BagS terpidana yarrg tidak menjalani pidana di dalam penjara

meliputi:

a. terpidana karena kealpaan ingan (atlpalevbl;

b. terpidana karena alasan politik; atau

c. terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara,

wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik

bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di

dalam penjara;

8. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa

pemidanaannya, secara kumulatif, wqlib memenuhi syarat

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan

bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi

Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa

pidananya paling singkat 5 (Iima) tahun sebelum jadwal

pendaftaran;

9. Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan

Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

I 1. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

12. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

13. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara

perseor€rngan dan/ atau secara badan hukum yang

menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan

negara;

14. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan

pajak pribadi;

16. Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati,

selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama

untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan

ketentuan :

a) Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung

berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang

sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun

penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 Yz

(dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

b) jabatan yang sama, adalah jabatan Bupati dengan Bupati,

jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;



c) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang szrma,

meliputi:

c. 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang

sama

c.2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak

berturut-turut; atau

c.3. (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang

sama atau di daerah yang berbeda.

d) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atalu 2 Yz (dtua

setengah) tahun masa jabatan, dihitung sejak tanggal

pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan

Wakil Bupati, yang bersangkutan; dan

e) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai

dengan huruf d, berlaku untuk :

e. 1. jabatan Bupati dan Wakil Bupati, yang dipilih secara

langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; atau

e.2. jabatan Bupati dan Wakil Bupati, karena perubahan

nama Kabupaten.

lT.Belum pernah menjabat sebagai Bupati bagi calon Wakil

Bupati, di daerah yang sama;

18. Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon

bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai

Bupati atau Wakil Bupati di Kabupaten lain;

18. MenyatakErn secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan

negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati

Rokan Hilir, yang mencalonkan diri di daerah yang sama;

l9.Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat

Bupati dan penjabat Walikota;

2 O . Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

2l . Menyatakan secara terrulis pengunduran diri sebagai anggota

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah / kepala desa atau

sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;



22.Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau

Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali

sejak ditetapkan sebagai calon; atau

23.Berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi, KPU

Kabupaten / Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas

Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

24. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak

menghalangi penyandang disabilitas.

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. Partai PolittL atau Gabungan Pattal Polttik

a. KPU Kabupaten Rokan Hlllr meaetapkan percJraratan

pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir
sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

b. Persyaratan yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

memperoleh paling sedikit 2Oo/o (dua puluh persen) dari

jumlah kursi Dewan Perwakilan Ralryat Daerah atan 25o/o

ldua puluh lima persenf dari akumulasi perolehan suara sah

dalam Pemilu terakhir.

c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan

ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima

persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana

dimaksud Point b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi

Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah pada Pemilu terakhir.

d. KPU Kabupaten Rokan Hilir menghitung syarat

pencalonan,sebagaimana dimaksud pada point b, dengan

rumus:

l) Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah hasil Pemilu

terakhir x 2O/ 10O; dan

2) Syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil

Pemilu terakhir x 25 I LOO;

3) Dalam hal hasil penghitungan di atas, menghasilkan

angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

e. Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana

dimaksud pada point a, didasarkan pada:



1) Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang

penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan, Perwakilan Ralryat Daerah; atau

2) Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang

penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah.

f. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana

dimaksud pada point a, disampaikan kepada Pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten,

Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten, dan Bawaslu

Kabupaten Rokan Hilir.

g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat

mendaftarkan f (satu) Bakal Pasangan Calon.

h. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik

lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakat

Pasangan Calon.

i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan

kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk

didaftarkan mengikuti Pemilihan.

j. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah

mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten

Rokan Hilir, tidak dapat menarik dukungannya sejak

pendaftaran.

k. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau

Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap

mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan

tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan

Calon pengganti.

l. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan

pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten

Rokan Hilir, tidak dapat mengundurkan diri sejak

pendaftaran.

m. Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf I
mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal

calon dan/ atau bakal calon pengganti dan pencalonannya

dinyatakan gugur.



Perseoraagan

a. KPU Kabupaten Rokan Hilir menetapkan persyaratan

pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya

bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan

KPU Kabupaten Rokan Hilir.

b. Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana

dimaksud pada point a, didasarkan pada jumlah pemilih

yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu

atau Pemilihan terakhir.

c. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi

calon perseorangzrn untuk Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati, adalah :

1) Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat

dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau

Pemilihan Terakhir sampai dengan 25O.OO0 (dua ratus

lima pulu ribu) jiwa harus didukung paling sedikit

1O% (sepuluh persen);

2) Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat

dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau

Pemilihan Terakhir lebih 25O.0OO (dua ratus lima pulu

ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)

jiwa harus didukung paling sedikit 8,5Vo (delapan

setengah persen);

3) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat

dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau

Pemilihan Teralhir lebih dari 500.000 (lima ratus ribu)

jiwa sampai dengan 1.OOO.0OO (satu juta) jiwa harus

didukung paling sedikit 7,5o/o (tujuh setengah

persen);atau

4l Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat

dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau

Pemilihan Terakhir lebih dari 1.O0O.0OO (satu juta)

jiwa hanrs didukung paling sedikit 6,5% (enam

setengah persen).

2

n. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf h,

ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.

o. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i,

ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-

masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan

Calon.



Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada point c,

harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen)

jumlah kecamatan di daerah Kabupaten yang

bersangkutan.

Dalam hal hasil penghitungan, menghasilkan angka

pecahan dilakukan pembulatan ke atas.

Dukungan sebagaimana dimaksud dalam point c,

hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon

Perseorangan.

Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana

dimaksud huruf f yaitu penduduk yang tercantum dalam

daftar pemilih tetap pada pemilu terakhir atau pemilihan

terakhir dan/ atau daftar penduduk potensial pemilih

pemilihan

Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih

tetap pada pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau daftar

penduduk potensial pemilih pemilihan sebagaimana

dimaksud dalam huruf g, penduduk tersebut dapat

memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat

sebagai pemilih yang berdomisili di daerah pemilihan,

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau

surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas

kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa

penduduk tersebut berdomisili diwilayah administratif yang

sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu)

tahun.

mengubah simulasi dukungan sebagaimana dimaksud

pada point c, tercantum dalam lampiran II

BAB III
PENYERAHAN DAN PENELITIAil DUKUNGAN

PASANGAN CAII)N PERSEORANGAN

d

e

f

h

I

A. PEITTERAIIAN DUKUNGAN PASANGAIT CAII)N PERSEORANGAI{

l. KPU Kabupaten Rokan Hilir mengumumkan jadwal

penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan,

sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.

2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan,

dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan

papan pengumuman dan/ atau laman KPU Kabupaten Rokan

Hilir.



3

4

5

6

Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan,

dilakukan selama 14 (empat belas) hari.

Pengumumal j adwal penyerahan dokumen dukungan,

mencantumkan:

a. keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir mengenai

ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan

Pasangan Calon perseorargan dan persebarannya.

b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon

perseorangan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir; dan

c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon

Perseorangan.

Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen

dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana angka 5,

dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan KPU RI

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O2O dan

Pedoman Teknis tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2O20.

Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada

point 5 dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan

dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul

16.00 Waktu setempat; dan

b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan

sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 5,

berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat

keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan

catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut

berdomisili di wilayah administratif yang sedang

menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun;

dan

b. rekapitulasi jumlah dukungan.

Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud angka 8,

dibuat dengan menggunakan formulir Model B.I-KWK

Perseorangan, yang dapat disusun sec€rra perorangan atau

kolektif per desa atau sebutan lain / kelurahan.
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10. Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan

sebagaimana angka 8, dibuat dalam bentuk:

a. soficopg; dan

b. hardcopg.

Ll. Soficopg sebagaimana dimalsud pada angka 10 huruf a,

merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan

format yang telah disediakan dan diunggah pada Sistem

Informasi Pencalonan.

12. Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy

sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a harus sesuai

dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam

hardupg sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b.

13. Data sebagaimana dimaksud pada angka 12 meliputi

kesesuaian:

a. urutan pendukung; dan

b. identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor Induk

Kependudukan, jenis kelamin, alamat, Rukun

Tetangga/ Rukun Warga, tempat tanggal lahir, umur, dan

status perkawinan.

14. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8

dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan

lain/kelurahan.

15. Dalam hal pemilihan dilaksanakan pada daera-h pemekaran,

identitas kependudukan sebagaimana point 8 huruf a yang

diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan

sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan

belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.

16. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan

dan catatan sipil, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

17. Bakal Pasangan Calon perseorangan menJrusun rekapitulasi

jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b
dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan

untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan dan

kabupaten / kota untuk Permilihan Bupati dan Wakil Bupati

Rokan Hilir.

18. Bakal Pasangan Calon perseorangzrn menyerahkan surat

pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan.



19. Dokumen dukungal Bakal Pasangan Calon Perseorangan

sebagaimana dimaksud pada angka 8 dibuat dalam 3 (tiga)

rangkap, yaitu 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) rangkap

salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir, dengan

peruntukan sebagai berikut:

a. 1 (satu) dokumen asli digunakan KPU Kabupaten Rokan Hilir

melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan

Bakal Pasangan Calon, dan selanjutnya diserahkan kepada

PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual;

b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPU Kabupaten Rokan

Hilir; dan

c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon,

setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten Rokan Hilir

dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

B. PENELITIAI5 DUKIIITGAN PASANGAIT CALON PERSEORAITGAN

1. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorang€rn terdiri atas :

a. verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;

b. verifikasi administrasi; dan

c. verilikasi faktual.

2. KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan verifikasi terhadap

jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan

persebarannya dengan cara :

a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan

persebaran yang terdapat dalam dokumen asli trardcopg

formulir Model B. 1-KWK Perseorangan,'

b. melakukan verifrkasi terhadap jumlah lampiran formulir

Model B.I-KWK Perseorangan; dan

c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan

persebaran yang terdapat dalam softcopg formulir Model

B.1-KWK Perseorangan.

3. Da,lam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang

tercantum pada dokumen telah memenuhi jumlah minimal

dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Rokan Hilir

menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan

menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang

memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.



4. Dalam hal surat pernyataan dukungan tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A point 9, Bakal

Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki data soft copy

dukungan dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten sebelum

dilakukan Penelitian dugaan dukungan ganda

5. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang

tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2

point a dan b tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan

persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada Huruf A angka l8 , KPU Kabupaten men5rusun

berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada

Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa

penyerahan dokumen dukungan.

6. Dalam hal surat pernyataan dukungan tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A point 12,

Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki data

soft copy dukungan dengan di fasilitasi oleh KPU Kabupaten

Rokan Hilir sebelum dilakukan penelitian dugaan dukungan

ganda.

7. Dalam hal Jumlah dukungan dan persebarannya yang

tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud point 2 huruf

a dan huruf b, tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan

persebaran dan/ atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Huruf A point 18 dan 19, KPU Kabupaten

Rokan Hilir menyusun berita acara dan mengembalikan

dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk

diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

8. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen

dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah

minimal dukungan dan persebaran, dan/atau ketentuan

penyerahan dokumen sebagaimana pada Huruf A angka 18,

KPU Kabupaten Rokan Hilir menerbitkan keputusan penetapan

Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.

9. Bakal Pasangan Calon perseorang€rn dapat menunjuk petugas

untuk mendampingi proses verifikasi dukungan sebagaimana

dimaksud arrgka 2

1O. Setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada

angka 2 sampai angka 9, KPU Rokan Hilir melakukan verifikasi

administrasi.



1 1 . Verifikasi administrasi dilakukan dengan cara :

a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan,

nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat

pendukung pada formulir Model B. 1-KWK Perseorangan

dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau

surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas

kependudukan dan catatan sipil;

b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1- KWK

Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu

atau Pemilihan Terakhir dan/ atau daftar penduduk

potensial pemilih Pemilihan;

c. KPU Kabupaten Rokan Hilir menyusun hasil verifikasi

da,lam Berita Acara Model BA.S-KWK Perseorangan;

d. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan

daerah Pemilihan;

e. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

f. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah

administrasi PPS;

g. verifrkasi identitas kependudukan untuk memastikan

pemenuhan syarat usia pendukung dan/ atau status

perkawinan; dan

h. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap

Bakal Pasangan Calon perseorangan.

12. DaJarr, hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis

kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir

Model B.I-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan

fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat

keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan

catatan sipil, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak

memenuhi syarat.

13. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan telah habis masa

berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi

dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.

14. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah

Pemilihan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak

memenuhi syarat.

15. Dalam hal pada formulir Model B.I-KWK Perseorangan tidak

dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan, dukungan

tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.



16. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah

administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan

tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal

Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan

memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa atau

sebutan lain / kelurahan.

17. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan

tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak

memenuhi syarat.

18. Dalam haf pada formulir Model B.I-KWK perseorangan

terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara

Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan

perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan

keterangan sesuai dengan statusnya, untuk ditindaklanjuti

dengan verifikasi faktual.

19. KPU Kabupaten Rokan Hilir men5rusun hasil verifikasi

administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK

Perseorangan.

20. Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 3 (tiga)

rangkap asli yaitu :

a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon.

b. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten

Rokan Hilir;

c. I (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Rokan Hilir.

21. Dalam hal formulir Model B.I-KWK Perseorangan telah sesuai

dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat

keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan

catatan sipil, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar

pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/ atau

daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten

Rokan Hitir berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan

catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang

bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih

Pemilihan.

22. Dalanl: hal berdasarkan hasil koordinasi, dinas kependudukan

dan catatan sipil menyatakan bahwa :

a. data kependudukan pendukung benar, maka dukungan

dinyatakan memenuhi syarat.



b. data kependudukan pendukung tidak benar, maka

dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak

memenuhi syarat;

c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data

kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan

belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan

dukungan.

23. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi

syarat, ditindaklanjuti verilikasi faktual oleh PPS.

24. Hasil koordinasi dituangkan dalam Berita Acara ilodel BA.3.1-

I(WK Perseorangan.

25. Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 5 (lima)

rangkap asli yaitu:

a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;

b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;

c. I (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri

Berita Acara Model BA.3.I-I(YK Perseorangan;

d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten

Rokan Hilir; dan

e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Rokan Hilir.

26. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon te{adi

apabila:

a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari I (satu) kali

kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan.

b. dukungan ganda, meliputi : kesamaan terhadap Nomor

Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun

Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir,

dan status perkawinan, kesamaan terhadap Nomor Induk

Kependudukan.

c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1

(satu) Bakal Pasangan Calon.

27. Ddar:l hal ditemukan dukungan ganda, dukungan hanya

dihitung 1 (satu).

28. Dalam hal ditemukan dukungan ganda, ditindaklanjuti dengan

verifikasi faktual oleh PPS.

29. KPU Kabupaten Rokan Hilir menyusun hasil verifikasi

dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4- KWK

Perseorangan.



30. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir, KPU

Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan salinan asli berita acara

hasil verifikasi kepada :

a. Bakal Pasangan Calon perseorangan

b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan

ganda.

31. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan

Hilir, KPU Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan dokumen

dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil

verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK

32. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali

dukungannya, sejak KPU Kabupaten Rokan Hilir

menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS.

33. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen

dukungan, dukungan dimaksud tetap di anggap sah.

34. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan

penelitian faktual.

35. Verifikasi faktual oleh PPS, dilakukan untuk membuktikan

kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon

perseoralgan.

36. Dalam pelaksanaan penelitian faltual, PPS dapat mengangkat

petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW)

setempat sesuai kebutuhan.

37. PPS melakukan verilikasi faktual dengan cara mendatangi

setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan

memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran

nama, alamat pendukung, dal dukungannya kepada Bakal

Pasangan Calon.

38. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya,

dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi

syarat.

39. Dalam haf pendukung menyatakan tidak memberikan

dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara

Model BA.S-I(I['K Perseorangan, dan namanya dicoret dari

daftar dukungan.

4O. Dalam haf pendukung menyatakan tidak memberikan

dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi

Lampiran Berita Acara Model BA.S-KWK Perseorangan,

dukungannya tetap dinyatakan sah.



41. Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwascam/PPl yang

dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana

dimaksud dalam point 40, tidak memberikan dukungannya,

dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

42. Dalan hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau

alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS

memberikan catatan pada kolom keterangan.

43. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan,

PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas

kependudukan yang asli.

44. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada

lebih dari I (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan

kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu)

Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda

tangan/ cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang

didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama

pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung.

45. Dalam hal tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pada

formulir Model B.1- KWK Perseorangan tetapi pendukung yang

bersangkutan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan

dinyatakan sah dan di wajibkan membubuhkan tanda tangan

atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.

46. Dalam hd tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pada

formulir Model B.1- KWK Perseorangan dan pendukung yang

bersangkutan menyatakan tidak mendukung, serta mengisi

lampiran Berita Acara Model BA.S-KWK Perseorangan,

dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari

daftar dukungan.

47. Dilaro hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran

dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon

perseorang€ur, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat

dan dicoret dari daftar dukungan.

48. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar

mendukung lebih dari I (satu) pasangan calon perseorangan

tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.S-KWK

Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat

dan dicoret dari daftar dukungan.



49. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat

karena hal-hal selain kondisi sebagaimana dimaksud pada

angka 39, 44, 46, 47 dan 48, PPS dan/atau petugas verifikasi

faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL

atau Panwascam.

50. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib

mendokumentasikan kegiatan verilikasi faktual.

51. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan

veri{ikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal

Pasangan Calon dan/ atau tim penghubung Bakal Pasangan

Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah

desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling

lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna

mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

52. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/ atau tim penghubung

Baka,l Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh

pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap

pendukung yang hadir.

53. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi

kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan

dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi

faktual.

54. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu

yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon yang

bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama

pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

55. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/ atau tim penghubung

Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung,

karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah

administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon

dan/ atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat

memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan

memanfaatkan teknologi informasi.

56. Verilikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi

dapat dilakukan, sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/ atau

tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan

surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa

pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar

wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.



57. Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan

aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon

dan/ atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan

ketentuan dilakukan secara online dan seketika (real timel

dengan menggunakan panggilan video (uideo calll yang

memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap

muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana

dalam verilikasi faktual secara offline.

58. Dalam hal ketentuan tersebut di atas tidak dilaksanakan,

dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.

59. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan

teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung,

KPU melalui PPS dart difasilitasi oleh KPU Kabupaten / Kota

dapat melakukan verifikasi kembali terhadap :

a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat

kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat

verifikasi faktual dengan uideo call dilakukan;

b. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang

berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan

pendukung tidak dapat dihadirkan.

60. PPS wajib menuangkan hasil verilikasi faktual dalam Berita

Acara Model BA.S-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh

Ketua dan Anggota PPS.

61. Berita acara hasil verifikasi faktual dibuat dalam 5 (lima)

rangkap yaitu:

a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;

b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua

dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;

c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Rokan Hilir melalui

PPK;

d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;

e. I (satu) rangkap untuk arsip PPS.

62. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan

hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh)

hari setelah menerima berita acara dari PPS.

63. Rapat pleno dihadiri oleh :

a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;

b. Panwas Kecamatan; dan

c. PPS.



64. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas

Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan

bukti pendukung.

65. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan

pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara

Model BA.6-KWK Perseorangan.

66. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan

Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat

menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi

Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

67. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita

Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

68. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat),

yaitu:

a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;

b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Rokan Hilir;

c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan

d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

69. KPU Kabupaten / Kota melaksanakan rapat pleno terbuka

rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah

dukungan dari PPK di wilayah ke{anya paling lama 4 (empat)

hari setelah menerima berita acara dari PPK.

70. Rapat pleno dihadiri oleh :

a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;

b. Bawaslu Kabupaten; dan

c. PPK.

71. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu

Kabupaten / Kota dapat mengajukan keberatan dengan

menunjukkan bukti pendukung.

72. Dalanr, hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota

melakukan pembetulan dan mencatat dalam l,ampiran Berita

Acara Model BA.7-KWK Perseorangal.

73. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan

Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat

menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi

Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

74. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita

Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.



75. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat),

yaitu:

a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;

b. I (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Rokan Hilir;

c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir; dan

d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Rokan Hilir.

76. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal

calon perseorangan yang mengundurkal diri pada masa

verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan

rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi

syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.

77. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal

calon perseorangan yang mengundurkan diri, tidak dapat

diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik.

78. Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa

verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah

dukungan, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5

(lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.

79. Berhalangan tetap meliputi keadaan :

a. meninggal dunia; atau

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara pernanen.

80. KPU Kabupaten Rokan Hilir mengumumkan calon pengganti

kepada masyarakat.

81. Pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa

penggantian calon berakhir.

82. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik

dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan

Pasangan Calon peserta Pemilihan.

83. KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan verifikasi persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari

sejak dokumen calon pengganti diterima.

84. Bakal Pasangan Calon perseorarrgan yang telah mengikuti

proses verilikasi administrasi, Bakal Pasangan Calon

perseorangan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau

Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik.



BAB tV

PEITDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan

keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai

Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftErran pasangan

calon.

2. Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang

penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada

KPU sesuai dengan permintaan KPU.

3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik

tingkat Provinsi dan/ atau kabupaten kepada Pimpinan Partai

Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa

pendaftaran Pasangan Calon.

4. Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat menyampaikan salinan

keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Provinsi

dan/atau Kabupaten kepada KPU sesuai dengan permintaan

KPU, sampai dengan I (satu) hari sebelum masa pendaftaran.

5. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi

dan/ atau daerah Kabupaten tidak dapat dilakukan perubahan,

sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal

Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan

karena:

a. terdapat pengunrs yang meninggal dunia, atau berhalangan

tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat

keterangan yang menunjukkan pengums yang

bersangkutan berhalangan tetap; atau

b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambil

alihan kewenangan Partai Politik tingkat provinsi dan/ atau

kabupaten oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam

pendaftaran Pasangan Calon.

6. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan

keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU

Kabupaten sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

7. Dalam hal pengesahan Kepengurusan Partai Politik tingkat

Daerah Kabupaten/kota tidak di lakukan oleh pumpinan Partai

Politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta Kepengurusan

Partai Politik tingkat kabupaten/ kota kepada Pimpinan Partai

Politik tingkat Provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan

Calon.



8.

9.

10.

11.

t2.

13.

14.

15.

Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan

keputusan, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan

Calon.

Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat,

Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud

dalam point 2, point 4 dan point 7, menjadi pedoman bagi KPU

Kabupaten Rokan Hilir dalam penerimaan pendaftaran Bakal

Pasangan Calon.

Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang

kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses

penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Rokan

Hilir menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan

keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan

kepengurusan Partai Politik.

KPU Kabupaten Rokan Hilir mengumumkan pendaftaran Bakd

Pasangan Calon melalui media massa dan/ atau papan

pengumum€rn dan/atau laman KPU Kabupaten Rokan Hilir

sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan

Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil

Walikota tahun 2020 dan Pedoman Teknis tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2O20.

Dalam pengrmuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon,

dicantumkan:

a. Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir;

b. waktu penyerahan dokumen; dan

c. tempat penyerahan.

Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga)

hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan dengan jadwal

sebagai berikut :

a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan

sampai dengan pukul 16.O0 waktu setempat; dan

b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul

24.O0 waktu setempat.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten

mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Rokan Hilir kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir selama masa

pendaftaran.



16. Dalam hal pendaftaran Baka1 Pasangan Calon tidak

dilaksana-kan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah

kabupaten, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah

disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat

pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Polit-ik tingkat pusat.

17. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan :

a. memperoleh paling sedikit 2Oo/o (dua puluh persen) dari

jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25o/o

(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah

dalam Pemilu Terakhir yang hanya berlaku bagi Partai

Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah pada Pemilu Terakhir;

b. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan

Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai

Politik tingkat pusat;

c. dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat

berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon

ditandatangani oleh Petugas Partai Politik Tingkat Pusat

yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme

pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART Partai

Politik yang bersangkutan;

d. menyertakan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat

Pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik

tingkat provinsi atau tingkat Kabupaten dalam pendaftaran

Pasangan Calon, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya

dilakukan oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat;

e. menyertakan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat

pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi

dan / atau Kabupaten;

f. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai

Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan

Calon; dan

g. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon

untuk mengikuti proses Pemilihan.

18. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada

KPU Kabupaten Rokan Hilir selama masa pendaftaran.



19. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal

Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.

20. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon

memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam sistem

informasi pencalonan.

2 1. Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak

dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak

dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut

disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat

keterangan dari instansi yang berwenang.

22. Partat Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan

bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan

pencalonan, KPU Kabupaten Rokan Hilir menyatakan tidak

menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita

Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon

kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

bersangkutan.

23. Dalam menerima pendaftaran Bal<a-l Pasangan Calon, KPU

Kabupaten Rokan Hilir bertugas :

a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik atau perseorangan;

b. meneliti pemenuhan persyaratan;

c. meneliti dokumen persyarata-n pencalonan, yaitu:

1) Keabsahan dokumen syarat calon dan surat

persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dengan

berpedoman pada keputusan Menteri yang diterima

oleh KPU; dan

2) Keabsahan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat

pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat

Kabupaten dengan berpedoman pada kepengurusan

Partai Politik tingkat Kabupaten untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir yang disampaikan

oleh KPU atau KPU Provinsi; atau



3) Kelengkapan dokumen keputusan pengambil alihan

kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau

tingkat Kabupaten.

d. Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten Rokan Hilir

mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima

pendaftaran formulir Model TT. I-KWK, yang berisi :

1) Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;

2l Nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik

tingkat pusat dan/ atau keputusan Pimpinan Partai

Politik tingkat provinsi;

3) Nomor dan tanggd keputusan Pimpinan Partai Politik

tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan

Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik

tingkat Kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua

Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;

4l Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

5) Alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan

nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau

masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang

bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan

6) Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon.

e. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan

dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon

perseorangan;

f. Berdasarkan hasil verilikasi, KPU Kabupaten Rokan Hilir

mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda

Terima Pendaftaran formulir Model TT.I-KWK, yang berisi :

1) Nama lengkap bakal calon;

2l Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

3) Alamat dan nomor telepon bakal calon;

4) Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon; dan



5) Dokumen persyaratan dukungan dan sebaran

dukungan bakal calon.

g. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten,

dan kecamatan;

h. Memberikan formulir kepada Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau

formulir kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan

i. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan

jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di

rumah sakit yarrg ditunjuk oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir

kepada Bakal Pasangan Calon.

24. DaJam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam

Gabungan Partai Politik tidak melampirkan keputusan

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan

Pasangan Calon, KPU Kabupaten Rokan Hilir menyatakan

Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagran dari

Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan

mencatatnya dalam berita acara.

25. KPU Kabupaten Rokan Hilir mencoret 1 (satu) atau lebih Partai

Politik dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi

paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul,

dan disaksikan Bawaslu Kabupaten dan dituangkan dalam

Berita Acara.

26. KPU Kabupaten Rokan Hilir menerima pendaftaran Bakal

Pasalgan Calon dari Gabungan Partai Politik yang masih

memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam

Berita Acara.

B. DOKT'MEN PERSYARATA.IT PEITCAII)NAIT DAN PERSYARATAN

CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan

Calon, wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir

terdiri atas:

a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan

Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang

bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan

Formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;

b. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan

Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model B-KWK

Perseorangan beserta lampirannya;



C Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh

Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon

menggunakan Formulir Model BB. I-KWK;

Surat pemyataan dilengkapi keputusan pemberhentian

dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;

Surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon dilengkapi

dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana

berdasarkan putusEur pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak

menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan :

1. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau

nasional y:rng menerangkan bahwa Bakal Calon telah

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada

publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana

dalam penjara dengan disertai buktinya;

2. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap; dan

3. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan

bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap;

Bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib

menyerahkan:

1) Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau

nasional yang mener€rngkan bahwa Bakal Calon telah

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada

publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai

buktinya;

2l Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal

Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku

kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resort

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang

wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal bakal

calon yang bersangkutan;

3) Surat keterangan telah selesai menjalani pidana

penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
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4) Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan

bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas

dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal

Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat

atau cuti menjelang bebas; dan

5) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap;

Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang

wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai

bukti pemenuhan persyaratan calon;

Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan

Bakal Calon pernah / tidak pernah melakukan perbuatan

tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort yang

wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal bakal

calon yang bersangkutan;

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan

penyelenggara negara dari instansi yang berwenang

memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara

sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;

Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan

hutang secara perseorangan dan/ atau secara badan

hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan

keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti

pemenuhan persyaratan calon;

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau

pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat

tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;

Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas

narna calon, tanda terima penyampaian Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima)

tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan

tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan

terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
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n. Keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur,

penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang

berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau

penjabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan

calon;

o. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh

calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan

Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan

ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan

menggunakan formulir Model BB.2-KWK;

p. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

q. Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang

telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai

bukti pemenuhan persyaratan calon;

r. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;

s. Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten/ kota,

dan/ atau kecamatan;

t. Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm

berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih

sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2

cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar

beserta soficopg;

2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi

tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan

Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai

Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai

Politik yang sah.

3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi

tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.

4. Surat pernyataan dilengkapi :

a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang

berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Walil

Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan

diri di daerah lain;
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b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan

Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai

Negeri Sipil atau Kepala Desa;

c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri

Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur,

penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;

e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan

surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti;

f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan

berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir paling

lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan

kepada :

a. Bawaslu Kabupaten ;

b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan

c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi :

a. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang

persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir

Model B.1-KWK Parpol;

b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang

bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon

menggunakan formulir Model EI.2-KWK Parpol;

c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk

mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model

B.3-KWKParpol;

d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi,

misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,

ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK

Parpol;
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e. dokumen administrasi persyaratan calon.

7. t ampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan,

meliputi:

a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan

Pasangan Calon Perseorangan ;

b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi,

misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,

ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan

formulir Model B.3-KWK Perseorangan;

c. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;

d. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.

8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan

Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat

pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

9. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye

Pemilihan.

1O. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon,

dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital

nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.

11. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon

dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:

a. 1 (satu) rangkap asli; dan

b. 1 (satu) rangkap salinan.



BAB V

PENELITIAIT DOKI'MEII PERSYAR.E.TAN PENCAI-ITAN DAN

PERSYARATAN CALOT{

A. PENELITIAN PERSYARATAIT PEI{CAIONAN DAIT

PERSYARATAN CAII)I|
1. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter

Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat

Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:

a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas

penyalahgunaan narkotika; dan

b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang

ditetapkan dengan Keputusan KPU.

2. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani,

rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar

kemampuan secara jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten.

3. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter

Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi

Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa

kesehatan yang terdiri atas:

a. dokter;

b. ahli psikologi; dan

c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika,

yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi

Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi

Indonesia.

4. Tim pemeriksa kesehatan terdiri atas:

a. ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan

b. anggota.

5. KPU Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan :

a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas

penyalahgunaan narkotika kepada tim pemeriksa kesehatan;

dan

b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada

Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik

yang mengusulkan bakal Pasangan Calon dan bakal Pasangan

Calon perseorangan.

6. KPU Kabupaten Rokan Hilir menetapkan Rumah Sakit

Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di

daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia

dengan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir.



7. KPU Kabupaten Rokann Hilir menyampaikan nama rumah sakit

pemerintah yang ditunjuk kepada Pirnpinan Partai Politik atau

Pimpinan Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon

perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani,

rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.

8. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk

menetapkan kesimpulan yang menyatakan:

a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani;

dan

b. positif atau negatif menyalahgunakan narkotika,

yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.

9. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan

dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada

KPU Kabupaten Rokan Hilir, sebagai pemenuhan kelengkapan

persyaratan calon.

10. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat

final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

11. KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan penelitian persyaratan

administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pa-ling lama 7

(tujuh) hari.

12. Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK

dan lampirannya.

13. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen

meliputi penelitian terhadap:

a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai

Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;

b. tanda tangan Pasangan Calon;

c. materai; dan

d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan

KPU Kabupaten Rokan Hilir ini.

14. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas

sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib

menyertakan:

a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang

dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi

yang bersangkutan;



b. legalisasi yang dilakukan oleh Pirnpinan perguruan tinggi

negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi

negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah

berganti nama; dan

c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi

Swasta/ Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di

wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila

perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak

beroperasi lagi.

15. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung

dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar

(STTB) Bakaf Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh

instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan

pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten / kota tempat

sekolah dimaksud pernah berdiri.

16. Dalam hal ijaz.ah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal

Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang,

Bakal calon wajib menyertakan surat keterangan penggarti

ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah

bersangkutan.

17. Dalam hal ijazahl Surat Tanda Tamat Belajar (ST'[B) Bakaf

Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang,

dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi

lagr, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan

pengganti ljazah yarrg dikeluarkan oleh instansi atau satuan

kerja yang menyelenggarakan urLlsan pendidikan atau

pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud

pernah berdiri.

18. Pengesahan fotokopi ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)

yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala

sekolah yang bersangkutan dan/ atau instansi yang

menyelenggarakan urusan pendidikan.

19. Pengesahan fotokopi ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)

yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah

internasionaf dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan

dan/ atau instansi yang menyelenggarakan urlrsan pendidikan.

2O. Pengesahan fotokopi ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)

yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh

pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan

urusan pendidikan.



21. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat

keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah

hukum, KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan klarifikasi ke

Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan

adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

22. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum
tetap, KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan klarifikasi ke

kmbaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa

yang bersangkutan :

a. pernah dipidana penjara; atau

b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

23. Dalam hal terdapat keraguan dan/ atau masukan dari
masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan

pencalonan dan/ atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Rokan

Hilir dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang

berwenang.

24. KPU Kabupaten Rokan Hilir dan instansi terkait menuangkan

hasil klarifikasi dalam berita acara.

25. KPU Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan hasil verifikasi
kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan
paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.

26. DaJam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan

pencalonan dan/ atau persyaratan calon dinyatakan belum
lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak
memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan partai politik

atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan

untuk melengkapi dan/ atau memperbaiki persyaratan paling
lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KpU

Kabupaten Rokan Hilir.
27. Perbaikan dokumen persyaratan, dikecualikan bagi bakal calon

atau Bakal Pasangan Calon yalg dinyatakan tidak memenuhi
syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas
penyalahgunaan narkotika.

28. Dalam hal balal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan
tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/ atau
bebas penyalahgunaan narkotika Calon atau pasangan Calon
yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau
Bakal Pasangan Calon baru.



29. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan

pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAIT PERSYARATA.IT PEI{CALONAIT DAN PERSYARATAN

CAII)IT

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/ atau Bakal

Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan

melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan

menyampaikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir pada masa

perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil

verifikasi diterima.

2. Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap

dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/ atau belum

memenuhi syarat dan/ atau tidak memenuhi syarat pada

verifi kasi administrasi.

3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat

memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain

yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan

dan/ atau syarat Calon.

C. PERBAIKAN SYARAT DT'KTIIfGAN PASAITGAN CALOI|

PERSEORAI|GA,IT

1. Perbaikan syarat dukungan bagl Bakal Pasangan Calon

perseor€rngan, dilakukan dengan ketentuan :

a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2

(dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;

b. dukungan yang diserahkan, dapat berupa dukungan baru

yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada

Bakal Pasangan Calon manapun dan/ atau dukungan lama

yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung

yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi

PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi

Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan

c. bakal Pasangan Calon dapat menentukan desa atau

kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk
perbaikan dukungan.

2. Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon

perseor.rngan, wajib dilengkapi pada masa perbaikan.



3. Bakal Pasangal Calon perseorangzrn menyerahkan perbaikan

dukungan dalam bentuk soficopy dan lwrdcopg sebanyak 3 (tiga)

rangkap kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir.

4. KPU Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan berkas perbaikan

dukungan sebanyak 3 (tiga) rangkap, yaitu :

a. 1 (satu) rangkap fotocopy kepada PPS melalui PPK;

b. I (satu) rangkap fotocopg kepada Bakal Pasangal Calon

perseorangan, setelah mendapat pengesahan KPU

Kabupaten Rokan Hilir dengan membubuhkan paraf dan

cap basah, untuk arsip; dan

c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir,

untuk arsip.

5. Dalam melaksanakan prosedur penerimaan pendaftaran, KPU

Kabupaten Rokan Hilir mencatat penerimaan dokumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorang€rn

menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir
ModelTT.2-I(trtl(1.

6. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan, meliputi dokumen :

a. surat pernyataan dukungan yang berisi data, yang tanda

tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir

Model B.I-KWK Perseorangan Perbaikan; dan

b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan

formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan. Yang

berisi data Rekapitulasi jumlah dukungan setiap desa atau

sebutan lain/ kelurahan dan kecamatan.

7. Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang

disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan

Bakal Pasangan Calon, tidak dapat di terima oleh KPU Kabupaten

Rokan Hilir dan di tuangkan dalan Berita Acara.

8. KPU Kabupaten Rokan hilir menerbitkan keputusan

berdasarkan Berita Acara sebagaimana Point 7.

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALOITAN

DAN PERSYAR.6.TAN CAION

1. KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan verilikasi terhadap

perbaikan persyaratan calon, paling latna 7 (tujuhf hari setelah

menerima perbaikan.



2. Verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon

yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali

mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atau

laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas

kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang

mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai

penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atau laporan

tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Rokan

Hilir dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang

berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.

4. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model

BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.

5. KPU Kabupaten Rokan Hilir mengumumkan kepada masyarakat

dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon

perseorangan.

6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan

belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal

Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi

persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan,

Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

7. Dalan hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal

calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan

tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak

memenuhi syarat.

8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten

Rokan Hilir melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai

Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan

kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan

Anggaran Dasar (AD)/AnggErran Rumah Tangga (ART) Partai

Politik.

9. KPU Kabupaten Rokan Hilir meneliti keabsahan dokumen

kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi.



E. PENELITIAN HASIL PERBAIKAIY DI'KT'ITGAIT PASAITGA,II CALON

PERSEORA.ITGAIT

1. KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan verifikasi administrasi

perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh

prosedur sebagaimana dimaksud pada Bab III huruf a angka 2

sampai dengan 20.

2. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah

kekurangan dukungan dan/ atau memenuhi persebarannya,

KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan verifikasi administrasi

terhadap perbaikan dukungan.

3. Dalam hal perbaikan dukungan Bakat Pasangan Calon

perseorangan, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah

kekurangan dukungan dan/ atau tidak memenuhi sebaran

dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan

dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.

4. KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan verifikasi terhadap

dugaan dukungan ganda Bakal Pasangan Calon perseorangan

dengan prosedur sebagaimana dimaksud Bab III huruf b angka

26 sampai dengan 33.

5. Dalam hal pada verifikasi terdapat dukungan ganda berupa 1

(satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada

Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan

memenuhi syarat, dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon

dinyatakan tidak memenuhi syarat.

6. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan

verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal

Pasangan Calon perseorangan dan/ atau tim penghubung Bakal

Pasangan Calon.

7. Verifikasi faktual secara kolektif dilaksanakan dengan

menempuh prosedur Bab III huruf b angka 38 sampai dengan

41, 43 sampai dengan 50, 53 sampai dengan 54 dan angka 55

sampai dengan 59.

8. Berdasarkan hasil verilikasi faktual oleh PPS, PPK

melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur

sebagaiamana dimaksud pada Bab III huruf a angka 62 sampai

dengan 68.



BAB VI

PENETAPAN DAN PENGTIMUMAN PASANGAN CALOI{

KPU Kabupaten Rokan Hilir menetapkan hasil verifikasi

persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan

Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan

menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan

Pasangan Calon.

Berdasarkan Berita Acara Penetapan, KPU Kabupaten Rokan

Hilir menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU

Kabupaten Rokan Hilir.

KPU Kabupaten Rokan Hilir mengumumkan hasil penetapan

Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU

Kabupaten Rokan Hilir.

1

2

9. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten Rokan

Hilir melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi perbaikan

dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir

dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada Bab

III huruf b anggka 69 sampai dengan 75.

10. Berdasarkan hasil rekapitulasi, KPU Kabupaten Rokan Hilir

melakukan verilikasi pemenuhan syarat dukungan minimal dan

persebaran.

11. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi, dukungan Bakal

Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal

dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten Rokan

Hilir menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan memenuhi syarat.

12. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi, dukungan Bakal

Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal

dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten Rokan

Hilir menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon

tidak memenuhi syarat.



4 Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian

Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib

menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang

pemberhentian sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewal Perwakilal Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara

Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU

Kabupaten Rokan Hilir paling lambat 3O (tiga puluh) hari

sebelum hari pemungutan suara.

Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur,

Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang

mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan

keputusan pejabat yalg berwenang tentang pemberhentian

sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,

Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir

paling lambat 30 (tlga puluh) hari sebelum hari pemungutan

suara.

Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Gubemur,

penjabat Bupati, atau penjabat Walikota wajib menyampaikan

surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU

Kabupaten Rokan Hilir paling lambat 3O (tiga puluh) hari

sebelum hari pemungutan suara.

Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah waj ib

menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang

pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan

Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir paling

lambat 3O (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Calon yang tidak menyampaikan keputusan, dan tidak dapat

membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses,

dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Partai Politik, Gabungal Partai Politik, atau Pasangan Calon

Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi

syarat, tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengundian nomor urut
Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno

terbuka.

5
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11. Rapat pleno KPU Kabupaten Rokan Hilir dihadiri oleh:

a, Pasangan Calon;

b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengajukan Pasangan Calon;

c. Pasangan Calon perseorangan;

d. Tim Kampanye;

e. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;

f. media massa; dan

9. tokoh masyarakat.

12. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian

nomor urut.
13. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat

pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat

dipertanggungiawabkan, pengambilan nomor urut dan

penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon

dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kamparrye.

14. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan

membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.

15. KPU Kabupaten Rokan Hilir mengumumkan hasil pengundian

nomor urut.
16. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan

surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang

tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan

Calon yang bersangkutan.

17. KPU Kabupaten Rokan Hilir men5rusun nomor urut dan nama

Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.

18. Penyusunan daftar Pasangan Calon ditualgkan dalam Berita

Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.

19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan

dengan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir.

20. KPU Kabupaten Rokan Hilir mengumumkan nama dan nomor

urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta

Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut
Pasangan Calon.

21. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan

mengikat.



22. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan

yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :

a. mencetak surat suara;

b. keperluan kampanye; dan

c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari
pemungutan suara.

23. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan

pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/ atau klarilikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling

lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan

difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir

24. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan

laporan harta kekayaan pribadi/ pej abat negara, Pasangal

Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten

Rokan Hilir untuk mengumumkan.

25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik

pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seor€rng calon dari

Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon.

26. Pasangan Calon dan/ atau salah seorang dari Pasangan Calon

dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai

Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir.

26. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik

Pasangan Calon dan/ atau Pasangan Calon mengundurkan diri,

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat

mengusulkan Pasangan Calon pengganti.

27. Partat Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik

Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan

diri, dinyatal<an gugur sebagai peserta Pemilihan, dan

diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada

masyarakat.

28. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor

urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

29. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri
sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh

KPU Kabupaten Rokan Hilir
3O. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri,

dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.



31. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan

Calon perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VII
PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:
a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;

b. berhalangan tetap; atau

c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap.

2. berhalangan tetap meliputi keadaan :

a. meninggal dunia; atau

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

3. Berhalangan tetap karena meninggal, dibuktikan dengan surat

keterangan dari lurah/ kepala desa atau sebutan lain atau

camat setempat.

4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanalan tugas

secara pennanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter

dari rumah sakit pemerintah.

5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon, dapat

dilakukan pada tahap sebagai berikut :

a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau

b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau

6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon dapat

dilakukan pada tahap sebagai berikut:

a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;

b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau

c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga

puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

7. Penggantian bakal calon atau calon hanya dilakukan terhadap

Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi

syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap.



8. Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan dengan

mengubah kedudukan:

a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau

b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.

9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik,

penggantian bakal calon, harus mendapat persetujuan

Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat

pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik.

10. Penggantian bakal calon tidak mengubah dukungan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasalgan Calon yang

diusulkan oleh Partai Politik.

11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi

syarat kesehatan dilakukan pada masa perbaikan.

12. Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik karena berhalangan tetap atau dljatuhi pidana

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat

mengajukan calon pengganti paling lamLa 7 (tujuh) hari

sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan

tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap;

h Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik

dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon

pengganti;

c dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon

pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik tetap dinyatakan sah;

d dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak

mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti, salah

satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan

tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik

pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat

mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;



e dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon

berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

datam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum

hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti,

salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak

berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

f dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon

berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

KPU Kabupaten Rokan Hilir wajib mengumumkan kepada

masyarakat.

13. Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena

berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap

atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan

gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;

h calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti

paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan

berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

c dalam hal calon perseorangErn tidak mengusulkan calon

pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon

perseorangurn yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak

dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;



d dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon

perseorzrngan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap dalam jangka waltu 29 (dua puluh sembilan)

hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon

perseor€rngan tidak mengusulkan calon pengganti, salah

satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan

tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan

sebagai Pasangan Calon; dan

e dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon

perseor€rngan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap, KPU Kabupaten Rokan Hilir wajib

mengumumkan kepada masyarakat.

14. Dalam hal terdapat keadaan Pasangan calon berhalangan tetap

atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh

sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, KPU Kabupaten

Rokan Hilir melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari

Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan

Calon peserta Pemilihan.

15. KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan verifikasi terhadap

kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau

Pasangan Calon pengganti dan menetapkan Pasangan Calon paling

lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau

Pasangan Calon pengganti.

16. KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan verifikasi terhadap

kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau

Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak

diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon

pengganti.

17. KPU Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan hasil verifikasi secara

tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Parta i

Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1

(satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak

memenuhi syarat.

18. Dalam hal dari hasil penelitian calon atau Pasangan Calon

pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau

Pasangan Calon pengganti.



19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau

Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat

tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon

lain.

20. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau

Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan

mengakibatlan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua)

pasangan, KPU Kabupaten Rokan Hilir membuka kembali

pendaftaran Pasangan Calon

2 1. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII
LIIRANGAN DAIT SANKSI

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima

imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan

Pemilihan.

Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk

apapun dalam proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Rokan Hilir;

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima

imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon

pada periode berikutnya di daerah yang sama.

Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti

memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan

Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon

terpilih, atau sebagai Bupati, Wakil Bupati dibatalkan.

Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang

terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

I
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7. Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian

pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan

Calon sampai dengan akhir masa jabatan Kecuali mendapat

persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan

urLlsan dalam Negeri.

8. Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan

kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk

kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan

Pasangan Calon Terpilih.

9. Dalam ha1 Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan

tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Point 7 dan Point

8, petahana yalg bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi

syarat.

10. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta

Pemilihan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir, apabila :

a. pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi

lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

sebelum hari pemungutan suara;

b. pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana

kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilal

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum

hari pemungutan suara;

c. pasangan Calon terbukti menerima dan/ atau memberikan

imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media

cetak atau elektronik, berdasarkan putusan Bawaslu

Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir.

e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan

sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan

akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang

berstatus sebagai Petahana.



1

f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan

Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6
(enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon

sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi

Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai

Petahana; dan

g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, foagi Calon

yang berstatus sebagai Petahana.

11. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan tidak mengubah

nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB TX

TANCTGAPAN MASYARAKA,T

KPU Kabupaten Rokan Hilir mengumumkan daftar Bakd

Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada

masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.

Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan

kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir pada laman KPU Kabupaten

Rokan Hilir dan/ atau media cetak atau media elektronik sampai

dengan masa penelitian.

Masukan dan tanggapan masyarakat, dibuat secara tertulis dan

dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda

Penduduk.

BAB X

PEITTELESAJAN SEITGI{ETA TATA USAIIA ITEGARA

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa

yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan

Calon dengan KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagai akibat

dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang

penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana

dimaksud Point 1, diselesaikan melalui upaya administrasi di

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu

Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana pada point 2, dapat

diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

2
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4 Tata cara

sebagaimana

Pemilihan.

penyelesaian

dimaksud

sengketa tata usaha

dalam undalg-undang

negara

tentang
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BAB XII
KEIENTUAN LIUII-LAJN

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi,

dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai

kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan,

Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau

sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan

Calon perseorangan.

Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/ atau penelitian

faktual, terbukti adanya dukungan oleh penyelenggara Negara

atau perangkat desa, dukungan dinyatakan tidak memenuhi

syarat.

Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar

sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen

persyaratan pencalonan dan syarat calon.

Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah

yang telah dilegalisir.

Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak

masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon

perseorang€rn sampai dengan penetapan Pasangan calon

peserta Pemilihan, KPU Kabupaten Rokan Hilir dapat

memanfaatkan sarana teknologi.

Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung

menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru,

KPU Kabupaten Rokan Hilir meminta pendapat, penjelasan atau

keputusan kepada Menteri.

Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan

menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang

dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan

diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan

pada saat pendaftaran.
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8. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara

perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan

diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia

mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

yang disampaikan pada saat pendaftaran.

9. Kepala Desa atau Perangkat Desa, wajib menyampaikan :

a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang

berwenang;

b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan

surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf
a; dan

c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana

dimaksud pada huruf a sedang diproses oleh pejabat yang

berwenang;

kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir paling lambat 5 (lima) hari

sejak ditetapkan sebagai calon.

10. Kepala Desa atau Perangkat Desa wajib menyampaikan

keputusan pemberhentian paling lambat 60 (enam puluh) hari

sejak ditetapkan sebagai calon.

11. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidak

benaran ijazah/ Surat Tanda Tamat Bela-iar (STTB) Pasangan

Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah

dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Rokan

Hilir meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk

ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap.

12. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/ Surat Tanda

Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan

ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan

tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan

ketentuan yang terdapat pada BAEI VII angka 12 dan 13.

13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya

terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya

dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon

perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan

pendaftaran, dengan ketentuan:



b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik

yang belum mendaftar mencapai paling sedikit 2O% (dua

puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling

sedikit 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung

Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak

dapat diubah;

c. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik

yang belum mendaftar tidak mencapai paling sedikit 20%

(dua puluh persen) atau perolehan su€rranya tidak mencapai

paling sedikit 25yo (dua puluh lima persen), maka

Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat

mendaftar kembali dengan komposisi Partai PoliLik atau

gabungan partai politik yang berbeda; atau

d. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang

telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti

penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar

pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa

perpanj angan pendaftaran.

14. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya

terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya

dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang

belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi

Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat

dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan

faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.

15. Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimal<sud dalam

angka 14, dapat mendaftar kembali dengan dukungal yang telag

ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya

berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK -Perseorangan.

16. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu)

Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan

kembali pendaftaran.

17. Dalam hal terdapat keadaan :

a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan

berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat

1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;



b. terdapat lebih dari I (satu) Pasangan Calon yang mendaftar,

dan berdasarkan hasil verihkasi hanya terdapat I (satu)

Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan

setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya

masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat

Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang

mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak

memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1

(satu) Pasangan Calon

c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat

dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang

berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat I

(satu) Pasangan Calon;

d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari

pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang

berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat I

(satu) Pasangan Calon; atau

e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan

sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya

terdapat I (satu) Pasangan Calon,

KPU Kabupaten Rokan Hilir melanjutkan penyelenggaraan

Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

18. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan I (satu) Pasangan

Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang

mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

19. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan,

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini.



BAB XII
KETEI|TUAN PENUTT'P

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan

Pedoman Teknis bagi KPU Kabupaten Rokan Hilir, PPK, PPS, dan

masyarakat dalam menjalankan tahapan Pencalonan untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020.

Ditetapkan di

Pada tinggal

Bagansiapiapi

18 Oktober 2O19

Ditetapkan di Bagansiapiapai
Pada tanggal 13 Desember 2O19

ttd

SUPRTYANTO

Salinaa Sesuai Dengan Aslinya
SEXRETARIAT KOMISI PEMILIIIAN I'MI,M

KABUPATEN ROKAN HILIR
BAGIAN

SASNITA

)r

I (l

o

XETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR



I.AMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NoMoR : 44 / HK.O3.l-Kpt / 02 / Kab / X/ 2Ol9
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN
HILIR TAHUN 2O2O

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2O2O

A. SYARATCALON

MODELBB.I.I(WI(

SURAT PERI{YATAAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODELBB.2-I(WI(

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL BB.}KWK
SURAT PERI{YATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA

MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

1

MODEL B-I(tr,K PARPIOL

SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL B.l-Ktr'I( PARFOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG

PERSSIUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKILBUPATI

MODEL B.2-I(trIK PARPOL

SURAT PERI{YATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN

PARTAI POLITIK DA]-AM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

3

2

C

MODEL B.3-KWK PARPOL

SURAT PERI{YATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI

POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PASANGAN CALON

BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

4. MOI'EL 8.4.I(WI( PARPIOL

SURAT PERI\IYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM

PASANGANCALONBUPATI DAN WAKILBUPATI

SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

I

2

2

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAIPOLITIK

1

MODEL B-I(WII PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL B. l.KtrI( PERSEORANGAN

SURAT PERI\TYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

3



DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

MODEL B. l-r(WI( PERSEORANGAN (KOLEKTTFI

SURAT PERI{YATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DIODEL B.2.KWI( PERSEORANGAIT

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPAT

MODEL B. 3.I(WX PERSDORANGAIT

SURAT PERI{YATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAI.,AM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI

D. BERITAACARAPERSEORANGAN

MODEL BA. 1 I(WI(.PERSEORAITGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN

SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI

MODEL BA.2 KWK.PERSEORANGAX

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP

KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERI{YATAAN

DUKUNGANDALAM PEMILIHANBUPATI DAN WAKILBUPATI

MODEL BA.3 I(WK-PERSEORANGA,IT

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP

KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TE*TAP

DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM BUPATI

DAN WAKIL BUPATI

MODEL BA. 3. IKWIi-PERSEORAITGAIT

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

MODEL BA.4 I(WK.PERSDORAITGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI

3

4

D

2

a

4

5

6

1

MODEL BA. s-KWI( PERSEORAITGAN
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI

LAIUPIRAN MODEL BA.5 KtrIX-PERSEORANGAN7



SURAT PERI{YATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

8. L.II}IPIRAI| MODEL BA.5 I(WK-PERSEORA.ITGAN

SURAT PERI'.IYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

9. MODEL 8A.6 I(WK-PERSEORAITGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN G BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT

KECAMATAN

10. LAMPIRAN MODEL BA.6-I(UTK PERSDORANGAN

PERI\TYATAAN KE"IADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM'

PROSES REKAPITUI,ASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKILBUPATI DI

TINGKAT KECAMATAN

11. MODEL BA.7 I(tr'K.PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT

KABUPATEN

12. LIIMPIRAN MODEL BA.7 I(WK PERSEORAIVGAN

PERI{YATAAN KE.JADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM

PROSES REKAPITUI.ASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

E. BERITA ACARA PENELITIAI| DAN TAITDA TERIMA

1, MODEL TT.I-KWI( DAN LII}IPIRAI{ UODEL TT.I-KWX

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN

WAKIL BUPATI.

2. MODEL TT.2-KWI( DAN LII}IPIRA,II ItrODEL TT.2.I(WK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI

DAN WAKIL BUPATI

3. MODEL BA.HP.IilTK DAN LIIMPIRAN UODEL BA.HP-I(WK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL BA.HP PERBAIKAN-I(WI( DAN LIIUPIRAN MOI'EL BA.HP

PERBAJI(AIT-Ktr'I(

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN

ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN

PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI



F MASA PERBNKAN

1. BERITA ACARA PENELITIAIT I'I'I(T'NGAI| PASANGANCALON

PERSEORANGAN PERBAIKAN

A MODEL BA.I KWK.PERSTEORANGAN PERBNI(AN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL

DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI

b MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAIT PERBNI{AN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP

KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN

PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI

c' MODEL BA.3 KWK.PERSEORANGAN PERAAII(AN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP

KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR

PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAF*IAR PENDUDUK POTENSIAL

PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

d- MODEL BA.3.I I(WK-PERSDORANGAIT PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

E. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAII(AI{

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

f MODEL BA.s.KWI( PERSEORAITGAIT PERBAII(AIT

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP

DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

g LAMPIRAN MODEL BA.5 I(trIK-PERSEORANGAN PERBATXAN

SURAT PERI\IYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI

h MODEL 8A,6 I(WK.PERSEORANGAX PERBAIXAN REKAPITULASI

DUKUNGAN PERBAIKANBAKAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DAI,AM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

i LAMPIRAN MODEL BA.6-I(WK PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KE"IADIAN KHUSUSDAN/ATAU KEBERATAN DALAM

PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL



J

BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN

MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAJT REKAPITULASI

DUKUNGAN PERBAIKANBAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI

TI NGKATKABUPATEN / KOTA

LIIJIIPIRAN MODEL BA.7 I(WK PERSDORANGAN PERBAIKAN

PERI{YATAAN KE.JADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM

PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL

PASANGANCALON

k

2. FORMULIR SYARAT PENCALOITAI| PASANGAI| CALOITI

PERSEORANGAN PERBAIKAN

A MODEL B.I.KWK PERSEORANGAIT PERBAIXAIT

SURAT PERT{YATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI

b. MoDEL 8.1-KWI( PERSEORANGA.TT PERBATKAN (KOLEKTTF) SURAT

PERI{YATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

C. MODEL 8.2-KWI( PERSEORAITGA.IT PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 18 Oktober 2O19

I{ETUA KOUISI PEUILIHAN I'UIIM
XABI'PATEN ROKAN HILIR

SI'PRTYANTO

Saliaan Sesuai Deagaa Asliaya
SEKREIARH'T KOMISI PEMILIHAil

TEN ROKAN HILIR

ttd

SASNITA



MODEL AB.I-KWI(

SURAT PERITYATAAN
BAKAL CALON GUBERNT'R/UIAXIL GUBERJTUR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama

b. NIK

c. Jenis kelamin

d. Peke{aan

e. Tempat dan tanggal

lahir/umur
tahun

f. Alamat tempat tinggal:.........

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. IIMT'Itr

l. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur"),
Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama
2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan
Pasal 4 ayat (l) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam
Pemilihan;

5. belum pernah menjabat sebagai:

a Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil
Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang
sama;

h Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon
Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau

c Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil
Walikota di daerah yang sama;

6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil
Gubernur*),.. ..........;



2

B. KHUSUS

Uraian Status Khusus

Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis).

Terpidana karena alasan politik

Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa saya sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara

Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara
tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
jadwal pendaftaran darr bukan Mantan Terpidana bandar
narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap
anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik bahwa saya adalah:

a- mantan terpidana; dan

b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;

bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil
Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*)
dari daerah lain.

bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa
kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri
di daerah yang sama.
Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat
Bupati/ Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan
bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil
sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota
DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

Beri centaag
pada kolom

ini

Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa
pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba
atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak

bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional
Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.



3

bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara
Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/ Kepala Desa atau
sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai
Pasangan Calon

bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP
Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten/ Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

MATERAI

Yang membuat pernyataan,
BaLal Calon Gubernur / Wakll

Gubernur *l

Keterangan:*) Pilih salah satu.



MODEL BB,2 .KWK

DAT'TAR RTWAYAT HIDUP
CALON GUBERNUR/ WAXIL GUBERNUR*I

A. DataPribadi

B. RiwayatPendidikan**)

Nama kngkap
Tempat/Tanggal Lahir

NIK

Usia
Alamat Tempat Tinggal

Email

Jenis Kelamin Laki{aki/ Perempuan ")

Status Perkawinan Kawin/ Belum Kawin/ Pemah Kawin )
Agama

NPWP

Hobi
Moto Hidup

Ta-hun (masuk - lulus)Jenjang

TahunInstitusi

C. Pengalaman Pekerjaan**)

Pendidikan Formal

Institusi

Pendidikan Informal

Institusi TahunJabatan



D- Pengalamal Organisasi**)

E. Publikasit.)

F. Penghargaan**)

G. DataKeluarga

H. l,ainlain:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya dan bersedia/tidak bersedia*) dipublikasikan oleh KPU

Provinsi.

20.....

Yan g Membuat pernyataan,

Calon Gubernur/Wakil Gubernur*)

Materai

)

Istri/ Suami
Jumlah Anak
Anak 1. ...

2.
3. dst...

Jabatan Institusi Tahun

Judul Tahun Terbit

Na-rna Penghargaan Institusi Tahun

Hubungan Keluarga Peke{aanNama

(.



Ketua

Mengetahui ***),

DPC Partai Politik atau sebutan lain/

Gabungan DPD/DPW Partai Politik atau sebutan lain

Provinsi Riau

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Sekretaris

(

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua Sekretaris

(

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua Sekretaris

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu.
**) dimulai dari tahun yang lebih awal.
***; aiisi apabila Calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

( .) .)

.)

(



MODEL BB.3 .KWK

SURAT PERITTATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BN)AN USAIIA
MILIK NEGARA IBUMNI/BADAN USAHA MILIK DAERAII (BUMDI*I

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama

b. NIK

c. Nomor Pegawai

d. Jenis kelamin

e. Tempat dan tanggal

lahir/umur
f. Alamat tempat tinggal

tahun

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada
BUMN/BUMD.*) serta akan menyampaikan
Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

20...

MATERAI

Ketennral:
.) w4ib diisi oleh calon yang b€rheDti s€bagai pejabat pada BUMN/BI,MD datr dise.ahkan pating laEbat 5 0ima) hari

sejak penetapan pasangan calon.
*) pilih salah satu.



UODEL B.KWI(
PARPIOL

SURAT PENCALONAN
CALON GUBERNUR DAN WAJ(IL GUBERNUR

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Riau oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah atau sebutan
lain*) Partai........... atau Gabungan Partai Politik*) yang

meliputi:

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *)

kursi/ suara*);

2. Partai dengan perolehan kursi/ suara sah ")
kursi/ suara*);

3. Partai dengan perolehan kursi/ suara sah *)

kursi/ suara*).

Jumlah keseluruhan kursi/ suara sah") sebanyak Kursi/ Suara*)

dan telah memenuhi paling sedikit 20 o/o dari jumlah kursi DPRD Provinsi

sebanyak kursi atau paling sedikit 25 o/o dari akumulasi

jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebanyak

suara sah.

Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ yang didaftarkan:

1. Calon Gubernur:

2. Calon Wakil Gubernur:

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai

ketentuan Undang-Undang Nomor dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

20...



DPtrI/DPD Partai Politik *l/ Gabungan DPtrI/DPD Partai

Politik *) Provinsi RIAU

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua Sekretaris

I ( I

Partai

Ketua Sekretaris

I ( I

Partai

Materai

Ketua Sekretaris

I

Kcterrlrr!:
1. *) Pilih salah satu.
2- Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Pol.itik.

Materai

Materai

(....



UODEL B.1.KWK
PARPIOL

KEPUTUSAN DEWAI{ PIMPINAN PUSAT
PARTAJ
NOMOR : ..................

TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN

WAXIL GUBERIUR

Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun

2Ol8 dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Provinsi Partai
Dewan Pimpinal Tingkat Pusat Partai

, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur :

l. Nama Calon Gubernur:

2. Nama Calon Wakil Gubernur:

sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

20....

Dewan Pimpinan Pusat

Partai

Ketua Umum atau
Sebutan laln*)

Sekretarls Jenderal
atau sebutan lai[*l

Keteranpan :

*) Pilih salah satu.

Materai

) )



MODEL B.2.KWI(
PARPOL

ST'RAT PERITYATAAN KESEPAI(ATAJT
PARTAI FOLITIK/GABUI| GAN PARTAI FOLITIK*I

DALAM PENCALONAN GUBERNUR DAN WAXIL GUBERNUR

Yang bertanda tangan

Provinsi

dibawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi Partai

atau Gabungan Partai PolitikJ

yang meliputi:

........;dan

........;dan
I
2
J

Partai
Partai
Partai

menyatakan

1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur; dan

2. tidak akan menarik Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubernuryang telah diusulkan,

sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama:

1. Calon Gubernur:

2. Calon Wakil Gubernur:

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

..20...

DPW/DPD/DPC Partai Politlk atau sebutaa hio *l/

Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lala *l

Prowinsl/ Kabupaten / Kota*l

Yaag Meagajukan Pasangaa Caloa *)

Partai

Materai

Ketua Sekretaris

(. .........1 (. ....1



Partai

Materai

Ketua Sekretaris

)

Partai

Materai

Ketua Se kretaris

) )

Keterangaa:

1. 1 Pilih salah satu.

2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik.

( .......t



UODEL B.3.KqTK
PARPIOL

PERITYATAAIY KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI FOLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)

DENGAJT PASANGAN CALOI GUBERIIT'R DA"!t WAXIL GUBERITUR

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan:

1. Partai
2. Partai
3. Partai

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

1. Nama Calon Gubernur:

2. Nama Calon Wakil Gubernur:

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur RIAU sesuai ketentuan Undang-Undang dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

20....

DPW/DPD Partai Politik *f/ Gabungan DPtrI/DPD Partai

Politik *f ProvinsiRIAU

Yang Mengajukan Pasangan Calon *l

Partai

Materai Ketua Sekretaris

(

Materai
Ketua

Partai

Sekretaris

(. I

I I ( I



Partai

Materai

Ketua Sekretaris

I I ( )

Pasangan Calon

CalonGubernur Calon WaLilcubernur

I ( )

Ketera!'gan:

1. .) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

(.



UODEL B.+I(WX
PARSOL

PERNYATAA.IT XESESUAIAN
I|ASI(AH VISI, MISI, DAIT PROGRAU PASAI|GAIT CAION GI'BERIIUR DAN

WAXIL GI'BERITT'RDEITGAIT RPJP DA,ERAII

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat

Provinsi Partai

Provinsi.... yang meliputi:

1

,
3

Partai

Partai

Partai

dan

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasanga.n Calon Guberaur

dan WaHl GuberaurRiau,telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

20....

DPW/ DPD *f/ Gabunga.a DPW/DPD Partai Politlk *l

Prowlasl Riau

Yaag Meagajukaa Pasangaa Calotr *l

Partai

Materai

Ketua Sekretaris

atau Gabungan Partai Politik*)

(.. (.....



2

Partai

Materai

Ketua Sekretaris

( ) (

Partai

Materai

Ketua Sekretaris

) ( I

KeteranGaa:

1. .) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

(.



MODEL B-KWK
PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAIT WAI(IL BT'PATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pern'ilihan Umum,
bersama ini kami Pasangan Calon :

l. Nama Calon Bupati :

2. Nama Calon Wakil Bupati

mengajukan diri dan menda,ftarkan sebagai Pasaagaa Calon Bupatl daa Walrlt 3sp31i

Rokaa Hilir dengan jumlah pendukung orang (........ ...%)

dari jumlah pemilih, yang tersebar di (.......o/ol Kecamatan*) sebagaimana

dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir
Nomor............

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilarnpiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian

dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupaten Rokan Hilir serta

dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi

PemilihanUmum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

20....

Caloa Bupati Caloa Wardt Bupati

tsglsrssgE-:
*) Pilih salah satu

Materai
.)



UODEL 8.1-KWK
PERSEORANGAN

SURAT PERITTATAAI{ DUKT'I|GAN PERBAITAN PASANGAN CALOIT
PERSEORANGAIT DALILU PEMILIHAN BI'PATI DAN

WAIIIL BT'PATI

Kelurahan/ Desa*)
Kecamatan

Kabupaten / Kota*)
Provinsi

: Rokan Hilir
: Riau

Yang bertanda tangan di bawah ini,saya:

l Nama
2. NIK
3. JenisKelarnin
4. Alamat
s. Rr/Rw
6. Tempat Lahir
7. Tanggal Lahir
8. Status Perkawinan Belum Kawin/ Sudah Kawin/PernahKawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung

Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Rokan Hilir Tahurr 2O2O, atas nama:

l. Calon Bupati:

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseora.ngan, dalam Surat

Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana

mestinya.Apabila temyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya

mengingkari pernyatazrn dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan

secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

tindak Pidana Pemilu dan/ atau Undang-Undang Hukum Pidana.

20 ...

Keterangan :

1 Pilih sa-la.l. satu.

2. Calon Wakil Bupati:

Yang Membuat Pern5rataalr,

)



MODEL B. 1 -KWK PERSEIORANGAN
(KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALOIT
PERSBORANGAN DALI\M PEMILIHAN BUPATI DAN WANIL BUPATI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kelurahan/ Desa*) :

Kecamatan :

Y bertanda

Kabupaten/ Kota")
Provinsi

: Rokan Hilir
: Riau

di bawah kami:

ll

No llame Jeni3
Kcl!oitr

TempetRT/
RW

AlaaatITIK
TtDI
csp Ket.I,shlr Jeapol

Traggrl
Lahtr

actuE/
Sua.h/
PGrnah
Krsln
(B/s/Pl
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dan
seterusnva.

Jettis RT/
RW

AlelEet TcEpat
Lahir

Targgd
L.hir

BchrE/
9udrh/
Pcrneh
I(aeh

TTDI

Jer!pol
I{o I[aaa NIK ceP Ket.KelemiD

l

tl
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dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung
pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Rokan Hilir pada Pemilihan Bupati &n Wakil Bupati
Tahun 2O2O, atas nama:

1. Calon Bupati:

2. Calon Wakil Bupati:

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda

Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas

kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan

ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami

bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

K€teratrsan :

*) Pilih salah satu.



MODEL B.2.KWX
PERSEOR.ANGAN

REKAPITULASI JIIMLAH DUKUNGAJT PASANGAN CALON PERSDORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAIT WAXIL BUPATI

Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Riau Tahun 2020, atas nama:

I . Calon Bupati:

1

2. Calon Wakil Bupati:

dengan rincian data sebagai berikut:

Jumlah pemilih di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak .orang;

2. Jumlah Jumlah Kecamatan sebanyak Kecamatan;

3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU

Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 33.820 orang dan dan tersebar di 10

Kecamatan;

4. Jumlah seluruh dukungan Pasangan Calon perseorangan

(.....o/o);

5. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar

Kabupaten / Kota atau setara dengan (.........%l

Tabel Rekapttulasl Jumlah lhrkungan Pasargar Calon Perseoraogaa

orang

di

21

1

3 4

I 1

s

orang

2 .........or4n9

3. dst.... orang

2 1 ....................or4n9

2 orang

3. dst.......... orang

3. dst. 1 ......orang

t-__+_

Ilo
re. Nrbup.tca/ Kota

(.lltui hanya rlutuf P[gubl
I{&ea

Kecrasta.n
f,aEa

Kcltrnnrs/DG3a JrrElrt dutElte!
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3. dst. .orang

l dst t 1

2

3. dst.

2 1.

2

3. dst.

3. dst............ 1

2.

3. dst.

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Calon Bupati Calon uakil Bupati

( )

KeteranEan:
*) Pilih salah satu.

Materai

......................or4n9

......................or4n9

......................or4n9

......................or4n9

......................or4n9

......................or4n9

.....................'orang

......................or4n9

......................or4n9

......................oran9



MODEL B.3.KWK
PERSEORAI{GAN

PERITTATAAI{ IG,SESUAIAN
NASI(AIMSI, MISI, DAN PROGRAII PASAXGAN CALOIY PERSEORANGATI

DALAIU PEUILII{AN BT'PATI DAN WAI{IL BI'PATI
DENGAIY RPJPDA.ERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Bupati:

Nama Calon Wakil Bupati:

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan progran Pasangan Calon

Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 telah

sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

20....

Calon Bupati Calon Wakit Bupati

Materai

Keteranqan:
.) Pilih salah satu.



IIODEL BA.1.KWX
PERSBORAI{GAT{

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMEIII'HAN JUMLAII IUU{IMAL DAN

SEBARAIT DUKUITGAN DALIT}I PEMILIHAN GUBERIIUR DAN
WAXIL GUBER"IIUR

Pada hari ini ..............tanggal .... bulan Tahun dua ribu
bertempat di , KPU Provinsi Riau telah melakukan

verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon
Perseorangan dalam pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Riau Tahun
20 18, atas nama:

l. Calon Gubemur

2. Calon Wakil Gubernur:

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon
Perseorangan, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang

terdapat dalam dokumen asli lwrdopg formulir Model B. l-KWK

Perseorangan;

b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B. I-KWK

Perseorangan;

c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang

terdapat dalam softapg formulir Model B. I-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran

dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut:

l.Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopg formulir Model B.1-
KWK Perseorangan sebanyak ....... orang dan tersebar di o/o

Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau atau sebanyak
Kabupaten/ Kota serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi
Syarat*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.

2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari
Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir
Model B. I-KWK Perseorangan sebanyak ......... pendukung, "), serta
dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal
dukungan.

3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam sofiapg formulir Model B. l-
KWK Perseorangan sebanyak ....... orang dan tersebar di
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau atau sebanyak

Kabupaten/ Kota.

o/o



Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/S (lima) rangkap, dan
masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;

2. I (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
3. I (satu) rangkapuntuk arsip KPU Provinsi.

KPU PROVINSI RIAU

1 Pilih salah satu;

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota



MODEL BA.2-KWI<
PERSEORANGAN

BERITAACARA
HASIL VERIFII(ASI ADMIMSTRASI TERHADA,P I{ESESIUAIAN DATA

PEI| DUKUITG DEITGAIT PERNYATAAJT DUKUNGAN DAL/TIUPEMILIIIAN
GUBERITT'R DAN WAI{IL GT'BERITUR

Pada hari ini ..............tan99a1 bulan Tahun dua ribu

verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti
pernyatan dukungan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
Tahun 2O 18, atas nama:

1. Bakal Calon Gubemur:

2. Bakal Calon Wakil Gubernur:

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan, KPU Provinsi
Kota melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis

kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir

Model B. I-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau

surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan

sipil;

2. verilikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;

3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat
usia pendukung dan/ atau status perkawinan.

bertempat di ................ , KPU Provinsi Riau telah melakukan
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Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseor€rng€rn dengan bukti pernyatan dukungan tersebut di
atas sebagai berikut :

TABEL

HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL 8.1 KWI( PERSEORANGAN

a

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat,
verifikasi:
l. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/ atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

dilakukan

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh
atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota*).

1 Pendukung yang diajukan oleh Bakal Pasangan
Calon Perseorangan

2 Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan
NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera
dalam surat pernyataan dukungan (Formulir
Model B. 1-KWK Perseorangan) tidak sesuai secara

nyata dengan fotokopi identitas kependudukan.

Pendukung yang dicoret karena alamat yang
tertera pada identitas kependudukan pendukung
yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah
pemilihan.

Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan
fotokopi identitas kependudukan sebagai
lampiran surat pemyataan dukungan (Formulir
Model B. 1-KWK Perseorangan).
Pendukung yang dicoret karena alamat yang
tertera pada identitas kependudukan pendukung
yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah
administrasi PPS.

Pendukung yang dicoret dan dinyatakan
memenuhi syarat karena tidak memenuhi syara
usia.

Pendukung yang dinyatakan Memenuhi
Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1

(No.2+No.3+No.4+No.5+No.6))

4

5

6

7

t[o Uralr.rl
AwaI lts

Jumlah
TMS
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Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Balal Pasangan Calonperseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwaslu

Kabupaten/Kota
3. I (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi

KPU PROVINSI RIAU

2

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

Keteranqan:
*) Pilih salah satu.



UODEL BA.3.KWI<
PERSIEIORAXGA.IT

BERITA ACARA
HASIL VERIHI{ASI AI'IIIMSTRASI TERHADAP

KESESUAJAN DATA PENDUKUNG DEIYGAN DAT'TAR
PEMILIH TETAP DAII/ATAU DAI"TAR PENDUDUK

POTEITSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAI}I PEMILIHAN
GUBER"IIUR DAN WANIL GUBERITUR RIAU TAHUI{ 2018

Pada hari ini ..............tanggal bulan Tahun
dua ribu bertempat di .... , KPU Provinsi Riau
telah melakukan verifrkasi administrasi terhadap kesesuaian data
dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap
(DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2O18,

atas nama :

1. Calon Gubernur Riau :

2. Calon Wakil Gubernur:

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data
dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap
(DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4),

KPU Provinsi melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara
formulir Model B.I-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap
pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk
potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan

calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung
sebanvak Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/ atau
DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar
pendukung tersebut dilakukan koordinasi/ klarifikasi dengan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung
yang tercantum dalam DPT dan/ atau DP4 dilakukan verifrkasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan

masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU

Provinsi.
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Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;

3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil ktarifikasi
dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. I (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
5. I (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

KPU PROVINSI RIAU

Keterangan:

1 Pilih salah satu;

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

J Anggota

4 Anggota

Anggota



MODEL BA.3.1.KWN
PERSElORANGAN

BERITAACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS XEPENDT'DUKAN DAII CATATAN SIPIL

Pada hari ini . ... ... ..... . .tanggal
dua ribu

bulan
bertempat di........................,

Tahun
Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau telah melakukan
penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan
Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Riau atas nama:

1 Bakal Calon Gubernur:

2. Bakal Calon Wakil Gubernur:

Hasil klarilikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum
dalam DPI dar/atau DP4 sebagai berikut :

Demikian Berita Acara ini dibuat dilam 2 (dua) rangkap, dan
masing- masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau.

1

2

Jumlah Pendukung yang status kependudukannya
benar.

Jumlah Pendukung yang status kependudukannya
tidak benar.

Xo Uraian Juala!

3 Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan
status kependudukannya.
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Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. I (satu) rangkap untuk KPU Provinsi; dan

2. I (satu) rangkap untu karsip.

Keteranqan:
*) Pilih salah satu.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Provinsi Riau



MODEL BA.4.KWK
PERSEORANGAN

BERITAACARA
HASIL VERIFII{ASI DUGAAN KEGAITDAAN

DIIKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAIT DALIII|I PEMILIHAN

GI,IBERNUR DAN WAIIIL GT'BERNTIR/ BIIPATI DAN WAI{IL
BT'PATI/ WALIKOTA DAIT WAI{IL WALIKOTA *I

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
dua ribu bertempat di........................, KPU

Provinsi Riau telah melakukan verilikasi dugaan kegandaan terhadap
dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil
Gubernur Riau atas nama:

1. Calon Gubernur:

2. Calon Wakil Gubemur:

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan
Calon Perseoranlan Gubernur dan Wakil Gubernur, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada I
(satu) Pasangan Ca-lon perseorangan;

2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu)

Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang
dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita
Acara Model BA. 1 KWK Perseorangan), sebagai berikut :

TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN I(EGAITDAAN

1 Pendukung yang dinyatakan
sebagaimana tercantum dalam
Perseorangan.

memenuhi syarat (MS)

Formulir Model BA.2-KWK

2 Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali
kepada I (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan
tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.

No Ureian Jumlah
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3 Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari I
(satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan
mendukung untuk dilakukan verifikasi faldual status
dukungannya oleh PPS.

4 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda
yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rarrgkap disampaikan kepada pasang€rn calon perseorangan;
2. I (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melaluiPPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
4. l(satu) rangkap disampaikan kepada KPUKabupaten/Kota;

XPU PROVINSI RIAU

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

Keterangan:
*) Plih salah satu.



MODEL BA.s-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL PEITELITIAN FAKTUAL TERIIN)AP DUKUNGAN BAI(AL PASANGAIT

CAION PERSDORANGAN DALAIII PEMILIHAN GUBERTTUR DAN WAXIL
GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini ..............tanggal bulan tahun dua ribu
bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah

melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian
dugaan kegandaal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Riau atas nama:

l. Bakal Calon Gubernur:

2. Bakal Calon Wakil Gubernur:

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan
memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan
alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon
Perseorangan;

b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/ atau tim penghubung bakal
pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah
desa/kelurahan *) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk
mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak
dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran
dukungan;

c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak
hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut
pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir
verifikasi faktual;

d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.



Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota*) sebagai berikut :

TABEL I
PEI{ELITIAN FAI{TUAL

A. Hasil

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung I
(satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.

t{o

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseoralgan yang tidak
menyatakan dukungannya dan tidak be.sedia mengisi serta
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir
Model BA.S-KWK Perseorangan.

3 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model 8.1
KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia
membubuhkan tanda tangan atau cap jempot pada kolom tanda
tangan atau cap jempol.

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang membe.ikan
dukungan kepada lebih dari I (satu) bakal pasangan calon
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK
Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada
salah satu bakal pasangan calon perseorangan.

)

5

4

7

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari I (satu) kali kepada I (satul bakal pasangan calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatalan
mendukung.

6 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikal
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada I (satu) bakal pasangan calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung I (satul dukungan
yang ditemukan pada saat peneutian faktual, dan menyatakan tidak
mendukung serta tidak bersedia mengisi l,ampiran Formulir Model
BA. 5-KWK Perseorangan.

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yarg tidak
menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan
tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.s-KWK
Perseorangan.

8 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.l
KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta
bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.S-KWK
Perseorangan.

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat karena status pekeiaan sebagai PNS, Anggota
TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, dan KpU/KIp
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, ppL, pegawai

Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,

JI'}IL.AII

xs Tr[S

9

_)

KRITERIA
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serta Kepala Desa,

10 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK
Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidat mendukung
serta bersedia mengisi t ampiran Formulir Model BA.S-KWK

Pe rseorangal.

11 Pendukung Bal<al Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon
perseorangan yarrg dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak
mendukung serta bersedia mengisi l,ampiran Formulir Model BA.5-
KWK Perseorangan.

12 Pendukung yarg menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih
dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

13 Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari I
(satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi
Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.

t4 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13

15 Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual.

B. Data kehadiranPendukung:
1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ........orang.
2. Pendukung yang ttdak dapat ditemui sebanyak ......orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana
tersebut huruf B ar.gka 2, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon
dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian
faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu
dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan
pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL II

PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTA]UA

A. Hasil

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yalg mendukung I
(saru) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir
Model BA. 5-KWK Perseorangan.

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1

KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia
membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda

NO

2

KRITERIA

3
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4

6

5

7

I

n

lo Pendukung Balal Pasangan Calon
dukungan kepada lebih
sebagaimala tercantum

Perseorangan yang memberikan
(satu) bakal pasangan calon
Formulir Model BA.4-KWK

dari I
dalam

Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung
serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.S-KWK
Perseorangan.

1l Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada I (satu) bakal pasangan calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat prenelitian faktual, dan menyatakan tidak
mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-
KWK Perseorangan.

t2 Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungalnya kepada lebih

l3

tangan atau cap jempol.

Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari I (satu) bakal pasangan calon
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK
Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada
salah satu bakal pasangan calon perseorangan.

Pendukung

ng Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada I (satu) bakal pasangan calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat penetitian faktual, dan menyatakan
mendukung.

Penduku

Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari I (satu) kali kepada I (satu) bakal pasangan calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat penetitian faktual, dan menyatakan tidak
mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampirarl Formult Model
BA. 5-KWK Perseorangan.

Pendukung Bakal

ng Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan
tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formult Model BA.s-KWK
Perseorangan.

Penduku

Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.I
KWK Perseoralgan dan menyatakan tidak mendukung serta
bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.S-KWK
Perseorangan.

Pendukung Bakal

Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai pNS, Anggota
TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KtP Aceh, dan KpU/KIp
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, ppl., pegawai

Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihal dan pengawas pemilihan,
serta Kepala Desa.

Pendukung Bakat

yang menyatakan tidak benar mendukung tebih dari I
(satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi
Lampiran Formult Model BA.5 KWK Perseorangal.

Pendukung

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakant4

dari 1 (satu ) pasangan calon perseorangan.



tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13

15 Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual lanjutan pertama.

B. Data kehadiranPendukung:
1. Pendukung yang dapat dltenui sebanyak ........orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak ......orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana
tersebut huruf B a;l'gka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor ppS untuk
dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual
lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL III
PENELITIAN FAKTUAL LANWTAN KEDUA

A. Hasil

I Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1
(satul bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang
menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada L,ampiran Formulir
Model BA.5-KWK Perseorangan

3 Pendukung Bakal Pasangan Calon perseorangan yang tida_k
membubuhka! tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.l
KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia
membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda
tangan atau cap jempol.

4 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari f (satu) bakal pasangan calon
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK
Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungamya kepada
salah satu bakal pasangan calon perseorangan.

r{o

2 tidak
serta

F

o Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan

6 Penduku ng Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari I (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung I (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat penelitian fal<tual, dan menyatakan tidak
mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model
BA. 5-KWK Perseorangan.

7 Pendukung Bakal Pasangan Calon Pe.seorangan yang tidak
menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan
tanda tangan/cap jempol pada [,amp]an Formulir Model BA.S-KWK
Perseora ngan.

JI'ITLAH
XRITERIA
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dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada I (satu) bakat pasangan calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung I (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan
mendukung.



8 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model El.l
KWK Perseorangar dan menyatakan tidak mendukung serta
bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.S-KWK

Perseorangan.

9 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangarr yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat karena status pekedaan sebagai PNS, Anggota
TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawastu Provinsi,

Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai

Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,

serta Kepala Desa.

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon

sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK

Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung
serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.S-KWK

Perseorangan.

11 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satul bakal pasangan calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat prenelitian faktual, dan menyatakan tidak
mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-

KWK Perseorangan.

12 Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih
dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

13 Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1

(satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi

Lampiran Formult Model BA.5 KwK Perseorangan.

14 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13

Pendukung bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari
daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas
waktu terakhir masa verfifikiasi faktual.

t6 Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua.

10

15

B. Data kehadiranPendukung:
1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ........oran9.

2. Pendukung yang tidak dapat ditemul sebanyak ......orang.



Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I,
Tabel II dan Tabel III, disimpulkan hasil sebagai berikut :

Tabel IV

KESIMPULIIN HASIL PEI{ELITIAN FAKTUAL

Uraia!

Jumlah keseluruhan hasil
penelitian faktual

Tabet I MS + Tabel lI MS +

Tabet III MS

Tabel I TMS i Tabel II TMS +

Tabel III TMS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. I (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;

2. I (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap

bakal pasangan calon perseorangan;

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/ Kota melalui PPK;

4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. I (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO TANDA TANGANNAMA

1

2

a

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

MS TUS

JABATAN

Ketua

Anggota

Anggota



LA.UPIRAN MODEL 8A.5.
KWK PERSEORAI{GAN

SURAT PERITYATAAN
TIDAI( MENDT'I(TING BAI(AL PASAJTGAIT CAI{'N PERSEORAITGAN DAL/UU

PEMILIHAN GT'BERNUR DAN WAXIL GT'BERNI'R RIAU TAIIUIT 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama

b. Nomor KTP/NIK

c. Alamat

tahun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidch pernah

nendutanng dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018

atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur :

2. Bakal Calon Wakil Gubernur:

dan bersedta/ttdalcbersedla*) membubuhkan tanda tangan/ cap jempol pada

Surat Pernyataan ini.

20....

Yaag membuat pernlrataan

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

d. TTL/Umur

e. Jenis Kelamin

(. )



UODEL BA.6-KWK
PERSEORANGAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
telahbertempat di ............................, PPK

melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau berdasarkan hasil
penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal calon Gubernur:

2. Bakal calon Wakil Gubernur:

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK .............................telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat
kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh

PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan

sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/ tidak ada *) keberatan dari pasangan

bakal calon/ tim penghubung/Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka2""):

PPK menerima dan melakukan pembetulan.
Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta

bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat
Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir
Model 8A.6 KWK-Perseorangan.

REKAPITULI\$ DUKTIITGAN BAI(AL PASA.IIGA.IT
CALOIY PERSEORAITGAI| DALIIU PEUILIHA.IT GT'BERITIIR DAN WAXIL

GT'BERNT'R RIAU TAHIII{ 2018
DI TINGI(AT XECAIIIATAN

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan
oleh PPS, sebagai berikut:
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I

TABEL II
REKAPITT'LASI JT'ULAH DI'KT'NGAN BAI(AL PASANGAN CAION PERSEORAI{GAN

orang

c. dst. orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calonperseorangan;
2. I (satu) rangkap untuk KPUKabupaten / Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk PanwasKecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsipPPK.

NO TANDA TANGAN

1

4

5

2.

Ketcrap{atr :

.) Pilih salah satu.

-.) Beri tanda [J] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

a orang

b

JABATAN

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

l{O IIEICAIIATAI'I KELI'RAIIAIT/DTSA JI'TilLAH DI'KIIITGAN

(S€bsg.lssna tercaltuD
p.d. notnor 4 Trbcl I

NAIT{A



Lampirau UODEL
BA.6.KWK

PERSE'ORANGAN

PERNYATAA.IT KE.'ADIA,IT KIIUSUS DAIT/ATAU KEBERATAN
DALIIJTI PROSES REKAPITT'LASI DUKTINGAJT BAXAL PASA.ITGAN
CAII)II PERSDORAITGAIY DALA.}I PEMILIHAIY GUBERNUR DAN

WAXIL GUBERITUR RIAU TAIIUN 2018
DI TINGKAT I(ECAUATAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 di Kecamatan

Provinsi Riau telah terjadi / tidak terjadi *)

kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bal<al Pasangan Calon Perseorangan/Tim

Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

Kabupaten/ Kota -).. .. .. ... ........

.......................20.....

BAXAL PASANGAI{ CALON/TIU

BAXAI PASANGAN CALOT{ *}

PANITIA PEMILIHAN KECAMA'TAN

KETUA

KetcraEgatr :

*) Coret yang tidak Perlu.
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabita terdapat keberatan

dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan
ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal pasangan
Calon Perseorangan dan Ketua PPK.



MODEL BA.7.KqIK
PERSEIORANGAN

REKAPITT'LASI DI'KTIIYGAJT BAI(IL PASANGAI{
CALON PDRSDORAI|GAN DALIIM PEMILIHAIT GI'BERIIUR DAIT WAISL

GT'BERIIUR RIAU TAIII'N 2018
DI TIITGITAT KABUPATEN/KOTA

. bertempat

Pada hari ini ..............tanggal bulan Tahun dua ribu
di , KPU Kabupaten/Kota

telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal pasangan

1. Bakal Calon Gubernur:

2. Bakal Calon Wakil Gubernur:

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/ Kota, KPU
Kabupaten/Kota*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan

di tingkat di tingkat Kabupaten/ Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan
oleh PPK, sebagai berikut :

calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Riau berdasarkan

hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan

calon Perseorangan atas nama:

l. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat
Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan
mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan
sebagaimana tersebut pada angka l, ada/tidak ada") keberatan dari bakat
pasangan calon/ tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/ Kota.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka2**):

lXeU Kabupaten/ Kota menerima dan melakukanpembetulan.

lfiaat dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau
Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/ tidak bersedia *)

mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/ Kota.
4. Mencatat keberatan dan/ atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir

Model BA. 7-KWK-Perseorangan.
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TABEL II
REI(APITI'LASI JIIMLIIH DUKI'NGAIT BAI(AL PASAI{GAN CAION PERSMRANGAN

Berdasarkan Tabel I dan Tabel II rekapitulasi dinyatakan:

1. Memenuhi / tidak memenuhi*) jumlah minimum dukungan,
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan

sebanyak .................pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa
perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan
sebanSrak ............pendukung.

3. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa

perbaikan sebanyak ...................Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

l. I (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon perseorangan sebagai
dokumen untuk melakukan pendaftaran;

2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupate n /Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten / Kota;dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KlP Aceh dalam pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur.

KPU Xabupaten/Kota*)

NO

1.

2.

4

3.

Keteratr{aE :

1 Pilih salahsatu.

a.

b

c. dst.

JABATAN TANDA TANGANNAMA

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

orang

5.

XABI'PATEIT/KOTA KEICAIIA'TAN JI'UL/IH DI'I(UIiGAN

{Sebagaio.sa terc&atnm prda
tromor 4 Taiel I uatuk $tiap

Kccamata!)



Lamplran UODEL
BA.7.KUIK

PERSEORANGAN

PERIIYATAAN KE.IADIAIT IIHUSUS DAN/ATAU IIEBERATAN
DALAIU PROSES REI(APITULASI DUKUIYGAIT BAI(AL PASANGAN
CALON PERSFORAITGAIT DALAM PEMILIHAN GUBERITUR DAN

WAI{IL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018
DI TIITGKAT KABUPATEIT/KOTA *I

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam

pemilihanGubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 Kabupaten / Kota*)

Provinsi Riau telah te{adi/tidak te{adi *) kejadian khusus

dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan

Calon Perseorangan *) :

BAI(AL PASANGAN CALON/TIII
BAI{AL PASANGAN CALOIT *}

KETUA

Keteranga[ :

*) Coret yang tidak Perlu.
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila

terdapat keberatan dari Bakat Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal pasangan Calon
Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.

KOMISI PEIIILIIIAN UUI'M
I(ABI'PATEN/KOTA *I



MODEL BA.8-KWK
PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAI(AL PASANGAN
CALOII PERSBOR.CNGAN DALIIM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAXIL GUBERNUR RIAU TAIIUN 2018
DI TINGKAT PROVINSI

Pada hari ini ..............tanggal
ribu...................... bertempat di

bulan Tahun dua
........, KPU Provinsi Riau

telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal pasangan Calon
Perseorangan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Riau berdasarkan
hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota*) terhadap dokumen
dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur :

2. Bakal Calon Wakil Gubernur :

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat provinsi, KpU
Provinsi Riau telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon perseorangan tingkat
Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KpU
Kabupaten/ Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon
Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1 , ada/tidak ada*)
keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu
Provinsi.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada
angka2**):

lXeU Provinsi menerima dan melakukanpembetulan.

Dlidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon
atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta
bersedia/tidak bersedia ") mengisi Formulir Keberatan di Tingkat
Provinsi.

4. Mencatat keberatan dan/ atau kejadian khusus ke dalam t ampiran
Formulir Model BA.8-KWK-Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal pasangan Calon
Perseorangan di tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan
oleh Kabupaten/ Kota, sebagai berikut :
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TABEL U
R"EI(I.PITI'L/TSI JI'}ILIIH DI'XUI{GAN BAXAL PASAI|GAIT CALOII PERS;EORANG/rN

Berdasarkan Tabel I dan Tabel II rekapitulasi dinyatakan:

l. Memenuhi / tidak memenuhi*) jumlah minimumdukungan,
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan

sebanyak .................pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa
perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan
sebanyak ............pendukung.

3. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa

perbaikan sebanyak ...................kabupaten/ kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/ KIPAceh ").

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. I (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;dan
3. I (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

KPU PROVINSI RIAU

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

) Anggota

Keterangan:
*) Pilih salahsatu.

I 4.........

b.

**) Beri tanda [ri] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

PROI/IIISI JI]TLAE DI'f,I'TGAIT

(s€bagatEraa tcrcalturD prda
romor 4 Tabcl I ulttEt .cti.p

........................... orang

orang

c. dst....,. orang



Lampiran MODEL
BA.8-KWK

PERSEORANGAN

PERNTATAAN KE.'ADIAN XIIUSUS DAN/ATAU XEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAIIAL PASAITGAN
CALON PERSEORANGAN DALII]U PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAXIL GUBERNUR RIAU TAIIUN 2018
DI TIIYGI{AT PROVINSI

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus
dan/atau pernyataan keb€ratan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/ Tim Bakal Pasangan

Calon Perseorangan *) :

20.....

BAI{AL PASANGAN CALO}{/TIU

BAI(AL PASANGAN CALON *l
KOMISI PEMILIHAN UII,II,M

PROVINSI RIAU

KETUA

Keterangan :
*) Coret yang tidat Perlu.
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi, dan apabila terdapat

keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon
Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Ca]on Perseorangan/Tim Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Provinsi.



UODEL BA.I.KWK
PERSIEORAITGAI{ PERBNKAN

BERITA ACARA
HASIL VERIF'IKASI PEMENTIHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN

DUKUNGAN PERBNKAN DALAM PEMILIHAN GUBERITUR DANWAKIL
GUBERNUR RIAU TAIIUIT 2OI8

Pada hari ini ..............tan99a1 bulan Tahun dua ribu
bertempat di , KPU Provinsi Riau telah melakukan

verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal pasangan

Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, atas
nama:

1. Bakal CalonGubernur:

2. Bakal Calon Wakil Gubernur:

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran

yang terdapat dalam dokumen asli lwrdcopg formulir Model B. I-KWK
Perseorangan Perbaikan ;

b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.I-KWK
Perseorangan Perbaikan.

c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran

yang terdapat dalam sofiapg formulir Model B.I-KWK Perseorangan

Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat KPU Provinsi jumlah kekurangan dukungan
sebagaimana terdapat dalam BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK
Perseorangan*) sebanyak pendukung dan tersebar di

kecamatan/ kabupaten/ kota*)

Hasil verifrkasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan
sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut:
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1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardapg formulir Model B.l-
KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ....... orang dan tersebar di
....................o/o Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi Riau atau
sebanyak .....Kabupaten / Kotal Kecamatan*), serta
dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah
kekurangan dan sebaran dukungan.

2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari
Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir
Model B. I -KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ......... pendukung,*),
serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidal< Memenuhi Syarat*) jumlah
kekurangan dan sebaran dukungan.

3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dal arr, softapg formulir Model
B. I-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak....... orang dan tersebar di
....................o/o Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi Riau atau
sebanyak. Kabupaten / Kota/ Kecamatan*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

l. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau PanwasluKabupaten/ Kota;
3. I (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

KPU PROVINSI RIAU

NO

1.

2

4

Keteranqan:
.) Pilih salah satu;

JABATAN TANDA TANGAN

Ketua

Anggota
|)

Anggota

Anggota

Anggota

NAMA

5.



UODEL BA.2-KWX
PERSEORATGAN PERBNKAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFII{ASI AI'MIMSTRASI TERIIN)AP XESESUAIAN DATA

PENDUKUNG PERBAIKAN DEITGAN PERITTATAAN DUKUITGAN PERBAIKAN
DALA}I PEMILIHAIT GUBER"ITUR DAN WAXIL GUBERIYT'R RIAU TAIIUil

2018

Pada hari ini ..............tanggal Tahun dua ribu
bertempat di ................, KPU Provinsi Riau telah melakukan

1 . Calon Gubernur

2. Calon Wakil Gubernur:

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
perbaikan Pasangan Calon Perseor€rngan dengan bukti pernyatan dukungan
perbaikan, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis

kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir
Model B.I-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda

Penduduk atau surat keterangan yang diterbitl<an oleh dinas

kependudukan dan catatan sipil;

2. verilikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;

3. verilikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;

4. verilikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat
usia pendukung dan/atau status perkawinan.

bulan

verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan
bukti pernyatan dukungan perbaikan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Riau Tahun 2018 atas nama :
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4

TABEL

HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.l.KWI( PERSEORANGAN
PERBAIKAN

Pendukung Perbaikan yang diajukan oleh Pasangan Calon
Perseoralgan

2 Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK
pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat
pernyataan dukungan (Formulir Model 8.1-KWK
Perseorangan Perbaikan) tidak sesuai secara nyata dengan
fotokopi identitas kependudukan.

3 Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada
identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan
tidak sesuai dengan daerah pemilihan.

Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada
identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan
tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.

Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi
syarat karena tidak memenuhi syarat usia.

Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan
Hasil Verifikasi (Nomor 1- (No.2+No.3+No.4+No.5+No.6))

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan
verilikasi:
1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/ atau DP4;dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;

6

7

I

Hasil veri{ikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Perbaikan
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan perbaikan
tersebut di atas sebagai berikut :

Pendukung yarlg dicoret karena tidak ditemukan fotokopi
identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan
dukungan (Formulir Model B.I-KWK
Perseoran ganPerbaikan).

5

I{o Uraisa
Jus-lab

APsl us TMS
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3. l(satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

KPU PROVINSI RIAU

Keteranqan:
-) Pilih salah satu.

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

J Anggota

4 Anggota

5 Anggota



UODEL BA.3.KWIi
PERSEORANGAN PERBAII(AN

BERITA ACARA
HASIL VERITIKASI ADUINISTRASI TERHA,T'AP XESESUAIAN DATA

PENDUKT'NG PERBAJKAN DENGAIY DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU
DAT"TAR PEI{DUDI,K P'OTENSIAL PEMILIH PEMLII{AN DAL/IJtr

PEMILIHAIT GUBERITT'R DA.IT WAXIL GT'BERNI'R RIAU TAHT'N 2018

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
.. bertempat di , KPU Provinsi Riau telah melakukan

verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan
calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPI) dan/ atau Daftar
Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Riau, atas nama:

1 . Calon Gubernur

2. Calon Wakil Gubernur:

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPf)
dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian
antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan daftar pemilih
tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial
pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan
pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung
sebanvak orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4

sebagaimana daftar terlampir.Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut
dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil.Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau
DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.
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Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;

3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi
dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. I (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/ Kota;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

KPU PROVINSI RIAU

I

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

Ketua

2 Anggota

Anggota

4 Anggota

Anggota

Keterangan:
.) Pilih salahsatu;

5.



UODEL 8A.3.I-KWK
PERSEORAITGAN PERBAII{AN

BERITAACARA
HASIL XLIIRIFII(ASI DIITAS XEPEITDI'I'T'NAN DA,IT CATATAN SIPIL

Pada hari ini ..............tanggal bulan Tahun dua ribu
66ftsrnpat di...... ... ...... ........., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Provinsi Riau telah melakukan penettian kesesuaian antara data kependudukan yang
dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan perbaikan
Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Riau atas
nama:

1. Calon Gubernur:

2. Calon Wakil Gubernur:

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak tercantum
dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

Demikian Berita Acara ini dibuat dalan 2 (dua) rangkap, dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi/Kabupaten/Kota *) ......

Berita Acara ini disampaikan kepada :

l. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota*);dan

2. t (satu) rangkap untukarsip.

20t6

Kepala Diaas Kepeadudukan dan Catatan Stpil

Proviasl Rlau

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

I Jumlah Pendukung Perbaikan yang status
kependudukannyabenar.

2 Jumlah Pendukung Perbaikal
kependudukannya tidakbena-r.

yang status

3 Jumlah Pendukung Perbaikan yang tidak dapat
dinyatakan statuskependudukannya.

No Uraian Jurnlah

(.



MODEL BA.4-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAJT

PASANGAN CALON PERSDORANGAI{ DALIIJII PEMILIHAN
GUBERITT'R DAN WAXIL GTIBERNT'R RIAU TAIIT'N 2018

Pada hari ini ..............tan99a1 bulan Tahun dua ribu
bertempat di........................, KPU Provinsi Riau telah

melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon

Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau atas nalna :

1 . Calon Gubernur:

2. Calon Wakil Gubernur:

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon

Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)

Pasangan Calon perseorangan;

2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan
Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan
memenuhi syarat sebagaimana dimalsud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK

Perseorangan), sebagai berikut :

TABEL I
HASIL VERIFII{ASI DUGAAIT XBGAJTDAAN

2 Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali
kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan

Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS)

sebagaimaaa tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK
Perseorangan .

1

tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.

UraianNo Jumlah



4

Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1

(satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan
mendukung untuk dilakukan verihkasi fakual status
dukungannya oleh PPS.

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda
yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/S (lima)*) rangkap, dan
masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU
Provinsi/ KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;

3. I (satu) rangkap untuk arsip;dan
4. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap

disampaikan kepada KPU/ KlPKabupaten/ Kota*) ;

KPU PROVINSI RIAU

NO NAMA

1

4

5

a

Keterangan:
*) Plih salah satu.

TANDA TANGAN

Ketua

2 Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

2

3

JABATAN



UODEL BA.s.I(WK
PERSEORANGAN PERBNKAN

BERITAACARA
HASIL PENELITIA.IT FAI(TUAL TERHAIIAP DUKT'NGAI| PERBNKAIT

PASAITGAN CALOI PERSBORAITGAJT I'ALIIU PEMILIHAI| GUBERITI'RDAI5
WAIfiL GT'BERITI'R RIAU TAIIUIY 2018

OLEH PAITITIA PEMUITGUTAITSUARA

tahun dua ribu
bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah

melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan dan hasil
penelitian kegandaan dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau atas nama:

1. Calon Gubernur:

2. Calon Wakil Gubernur:

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

a. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan

Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan*)
pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan
meneliti kebenaran dukungan perbaikan;

b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada
waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf
a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verfikasi
faktual;

c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan sebanyak....
dukungan.

d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseoralgan.

Pada hari ini . ... .. ... .... .tanggal bulan



Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut :

TABEL I
PENELITHJT FATTUAL

A. Hasil

NO

2

1

3

4

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan
dukungannya dal tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.s-KWK
Perseoralgan Perbaikan.

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan
tanda tangan/capjempol pada Formulir Model 8.1 KWK Perseorangan
Perbaikan dan menyatakan dukungannya serta bersedia
membubuhkan tanda tangan atau cap jempol 6rada kolom tanda
tangan atau cap jempol.

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari i (satu) Pasangan Calon sebagaimana
tercartum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan
Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu
Pasangan Calon perseorangan.

Pendukung Pasangar Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada I (satu) Pasangan Calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung I (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan
mendukung.

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak
memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai pNS, Anggota
TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, dan KpU/KIp
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, ppl,, pegawai

Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemitihan,

5

6

8

9

KRITERIA
JI'UL.IIH

us TMS

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung I (satu)
Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya.

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikarr
dukungan lebih dari I (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung I (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak
mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Modet
BA. S-KWK Perseorangan Perbaikan.

7 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan
dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.S-KWK
Perseorangan Perbaikan.

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan
tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan
Perbaikan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak
bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada
Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.



10 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana
tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan
Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia
mengisi I-ampiran Formulir Model BA.S-[(WK Perseorangan Perbaikan.

11

12 Pendukung yang menyatakan kebenaral dukungannya kepada lebih
dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

15

B. Data kehadiranPendukung:
1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ........orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak ......orang

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana
tersebut huruf B arrgka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor ppS untuk
dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual
lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL II
PEI{ELITIAN FAI(TUAL LANJT'TAN I{EDUA

A. Hasil

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan
dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.s-KWK
Perseorangan Perbaikan.

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yarlg tidak membubuhkan
tanda tangan/capjempol pada Formulir Model 8.1 KWK Perseorangan
Perbaikan darr menyatakan dukungannya serta bersedia
membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom

1

Ll2

3

serta Kepala Desa,

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon
perseorangan yalg dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakar tidak
mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-
KWK Perseorangan Perbaikan.

Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1

(satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi
Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan.

Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Pertama

3

t{o

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu)
Pasangan Calon dai menyatakal dukungannya.

14 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatalaa
tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13

JUULAII
I(RITERIA

MS TMS



tanda tangan atau cap jempol

4 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari I (satu) Pasangan Calon sebagaimana
tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangar Perbaikan
Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu
Pasangan Calon perseorangan.

J Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada I (satu) Pasangan Calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan
mendukung.

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan
dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tarda
tangan/cap jempol pada l,ampiran Formulir Model BA.s-KWK
Perseorangan Perbaikan.

8 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan
tanda tangan/capjempol pada Formulir Model B.l KWK Perseorangan
Perbaikan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak
bersedia mengisi dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada
l,ampiran Formulir Model BA.S-KWK Perseorangan Perbaikan.

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak

t1

9

10

12

memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota
TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai
Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,
serta Kepala Desa.

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada I (satu) Pasangan Calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak
mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formutir Model BA.5-
KWK Perseorangan Perbaikan.

Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih
dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

13 Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari I
(satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi
Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorargan Perbaikan.

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari I (satu) Pasangan Calon sebagaimana
tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan
Tabel t angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia
mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.

14 Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan

6 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satul Pasangan Calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung I (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak
mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model
BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.



15

tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar
dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu
terakhir masa verifikasi faktual.

16 Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan

B. Data kehadiranPendukung:
1. Pendukung yang dapat diternui sebanyak ........oran9.
2. Pendukung yang ti&k dapat ditemui sebanyak ......orang.

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I,
Tabel II, disimpulkan hasil sebagai berikut :

Tabel III
KESIMPULIIN HASIL PENELITIAN FAKTUAJ,

MSUraiatr TMS

Jumlah keseluruhan hasil
penelitian faktual

Tabel I MS + Tabet lI MS T bEI t TMS + TAbEI II TMS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. I (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap
Pasangan Calon perseorangan;

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;

4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

Anggota

-1
1

2

a Anggota

Keterangan:

") Pilih salah satu.

Ketua



L,AUPIRAN UODEL BA. s-KWK
PERSTEORANGAI{ PERBNXAN

SURAT PERITYATAAN
TIDAK MEITDUKUI{G BAI(AL PASAITGA.IT CAI.ON PERSFORAI|GAN DALAM

PEMILIHAN GUBERITUR DA,!t WAXIL GUBER"ITUR RIAU TAIIT'IT 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama

b. Nomor KTP/NIK

c. Alamat

d. TTL/Umur

e. JenisKelamin

tahun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidalc pentah
nendulcung dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Riau, atas

nama:

1. Bakal Calon Gubernur:

2. Bakal Calon Wakil Gubernur:

Dan bersedioltidok bersedla*) membubuhkan tanda tangan/ cap jempol pada

Surat Pernyataan ini.

20....

Yaag membuat pentlrataatr

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

(



UODEL BA.6.KWK
PERSBORAI{GAX PERBAIXAN

REKAPITUI"ASI DUKUNGA"IT PERBATKAN BAJ{AL PASANGAN
CALON PERSDORAITGAN DALAIU PEMILIHAN GUBERNUR DAIT WAI(IL

GUBERNUR RIAU TAIIUN 2018
DI TINGKAT I(ECA.MATAX

Pada hari ini .............. tanggal bulan Tahun dua ribu
telah

melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Riau berdasarkan hasil
penelitian fal<tual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan
perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas n€una :

2. Calon Wakil Gubernur:

bertempat di ............................, PPK

Dalam rapat pleno rekapitulasi
Perseorangan di tingkat kecamatan,
kegiatan sebagai berikut :

dukungan perbaikan

PPK

Pasangan Calon

telah melakukan

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat
kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh
PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/ tidak ada *) keberatan
dari pasangan Calon/tim penghubung/ Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diqjukan sebagaimana terebut pada angka2""):

leef menerima dan melakukan pembetulan.

lfiaat dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon
Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta
bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat
Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir
Model 84,.6 KWK -Perseorang€rn Perbaikan.

1. Calon Gubernur:

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah
dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :
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1

TABEL II
REKAPITI'LASI JI'ULAII DI'KI'I{GAIT PERBAII(AN PASAITGAN CALON PERSEORANGAN

c. dst orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan Calonperseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIPKabupaten/Kota;
3. I (satu) rangkap untuk PanwasKecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsipPPK.

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

Ketua

Anggota

NeterargaD :

-) Pilih salahsatu.

.-) Beri tanda [!] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

1

2

3

a.

b....

Anggota

Anggota

Anggota

NO KECAMATAI{ AELI'RAIIAil/DESA JI'ULAH DI'NI'I{GAN

(AcbegaterDa terc.DtuE
pr.L nonor 4 febcl I

4.

-J.



LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK
PERSDORANGAN PERBNKAN

PER"ITTATAAN XE.'ADIAN IIHUSUS DAIT/ATAU KEBERATAN
DALII}I PROSES REKAPITUL/\SI DUKUNGAJT PERBAIXAIT BAXAL

PASANGAN CALON PERSEORAITGAN DALII}I PEMILIHAN
GT'BERITI'R DAN WANIL GUBERNI'R RIAU TAIIUN 2OI8

DI TII|GKAT XBCAilI,TAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam

pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 di Kecamatan

Kabupaten/ Kota*) Provinsi Riau

telah tedadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal

Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

BAI(AL PASAT{GAI{ CALOX/TIU

BAXAL PASANGAN CALOIT *I
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Keterangan :

*) Coret yang tidak Perlu
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan

dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan
ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan
Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

KETUA



MODEL BA.7-I(WX
PEREiDORAITGAN PERBAII(AN

REKAPITULASI DUKI'NGAI| PERBAII(AIT BAI(AL PASANGAN
CALON PERSEORAIYGA.IT DAL/IU PEUILIHAIT GI'BERITUR DAN WAXIL

GTIBERITT'R RIAU TAHUN 2018
DI TINGKAT KABT'PATEI| /KOTA

Pada hari ini ..............tanggal bulan Tahun dua ribu
bertempat di KPU Kabupaten/Kota

telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan

Pasangal Calon Perseorang€rn pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau

tahun 2018 berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK

terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur:

2. Bakal Calon Wakil Gubernur:

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Kabupaten/Kota,
KPU Kabupaten/Kota*) ........
berikut :

...telah melakukan kegiatan sebagai

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat
Kabupaten/ Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK

dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan

sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Pasangan
Calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka2**):
KPU Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan

[fiaat dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim
Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/ tidak bersedia *)

mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir

Model BA.7-KWK -Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten/ Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi
dukungan perbaikan oleh PPK, sebagai berikut :



TABEL I
HASIL RAPAT PLEI{O REKAPITT'LASI DI'KI'T{GAN PERBAIKAN PASANGAI{ CALOI{ PE

NO I'RAIAN KBC....... KEC. ...... KBC....... KF........
I

) Jumlah pendukung pasangan calon
Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh KPU Kabupaten/ Kota.

3 Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon
Perseorangan yang ditambah dan memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh KPU Kabupaten/ Kota.

4 Jumlah pcadukuag perbaitan pasatrgar
cdon PerseoraDgan hasil rehaplt-taal
dukungan tingkat Kabupaten/ Kota.
((No. L+No.3) -r{o.21

Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan
perbaikan di tingkat Kecamatan sebagaimana
tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir Model
BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi
dengan dukungan yang dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi
ke Disdukcapil dari setiap kecamatan.
Catatan : khusus untuk Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS

Dukcapil



1 a. orang

b

c. dst.

TABEL II
REKAPITI'LASI JI'ULAH DIIXI'NGAN PERBAIKAI{

PASAITGAN CAIPI{ PERSEORAITGAN

Dengan demikian, jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan berdasarkan Hasil
Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan adalah sebagai berikut:

TABEL IU***I
JI'UL/IH DI'I('!IGAN AI(HIR PASANGAN CALON PERSEORAI{GAN YANG UEUENT'HI SYARAT

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan
pendaftaran;

2. 1 (satu) rangkap untuk PanwasluKabupaten / Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota;dan
4. I (satu) rangkap untuk KPU Provinsi / KIP Aceh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur.

KPU Kabupaten/Kota*)

KeterauEap ;

.) Pilih salahsatu.

*t*) Diisi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupa.ti dan Pernilihan Walikota dan Wakil Walikota

I Pendukung yang Memenuhil
Syarat Berdasarkan Hasil]
Rekapitulasi Dukungan Paslonl
Perseorangan 

I

2 Pendukung yang Memenuhil
Syarat Berdasarkan Hasil]
Rekapitulasi Dukunganl
Perbaikan Paslon Perseorangan I

3 Pendukuag yaug
Syerat

uemenuh]

NO NAMA JAAATAN TANDA TANGAN

I Ketua

2 Anggota

3 Anggota

Anggota

Anggota

NO KABI'PATEITIXOTA KF,CAMA,TAN JI'ULAE DI'XI,IIGIAI{
(SebegdDrrr tcrc.ltEE prda
romor 4 Tabcl I urhrt scthp

trccaoatenl

orang

No Uralaa Jumlah Dukuaeau Ju:akh Sebarau

4.

5.



LAMPIRAN MODEL BA.7-KWK
PERSDORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN XT.IAI'IAN XHUSUS DA.IT/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSF,S R"EI(APITUI.ASI DUKUNGAN PERBNI{AN BAI(AL

PASANGAN CALON PERSEORANGAJT DALII}I PEMILIHAN
GUBERITUR DAN WAXIL GI'BERIII'R
DI TINGKAT I(ABUPATEN/KOTA *}

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam

pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau tahun 20la Kabupaten/Kota .)

Provinsi Riau telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus

dan/atau pemyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan

Calon Perseorangan *):

)0

BAXAL PASANGAN CALON/TIM

BAXAL PASANGAN CALON *I
KOMISI PEUILIHAN UMIru

I(ABI'PATEN/KOTA *I

KETUA

KeteraEga! :

*) Coret yang tidak Perlu.
*") Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila

terdapat keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon perseorangan
ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim pasangan Calon
Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.



MODEL BA.8-KWI<
PERSE ORAI{GAN PERBAIXAI{

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu

bertempat di , KPU Provinsi Riau telah
melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon
Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau berdasarkan
hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU terhadap dokumen dukungan Pasangan
calon Perseorangan atas nama:

1. CalonGubemur:

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat Provinsi, KPU

Provinsi Riau telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorzrngan tingkat
Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh KPU

Kabupaten/ Kota dan mengumumkan hasilrekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan calon

Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/ tidak ada*)

keberatan dari pasangan calon / tim penghubung/ BawasluProvinsi.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka2**):

lxeu Provinsi/ KIP Aceh menerima dan melakukanpembetulan.

[fiaat dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan calon atau Tim
Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *)

mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.

4. Mencatat keberatan dan/ atau kejadian khusus ke dalam l,ampiran Formulir
Model BA.8-KWK -PerseoranganPerbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon

Perseorangan di tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh

Kabupaten/ Kota, sebagai berikut :

REI(APITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CAT,ON PERSEORANGAN DALIIM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAXIL GUBER"IIUR DI TINGKAT PROVINSI

2. Calon Wakil Gubernur :
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t a-

b.

c. dst,....

TABEL II
RII(APITI'LASI JI]UI,AII DI'XI'NG/TN PERBNI(Ail PASAITG/TN CAIPN

PERSEORANGAil

Berdasarkan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat pada

BA.8-KWK Perseorangan dan BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan
bahwa memenuhi syarat/ tidak memenuhi syarat*)jumlah minimal dukungan dan
sebaran yaitu sebanyak

kabupaten/ kota.

.................pendukung, yang tersebar di

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/ KIPAceh *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

l. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/ KIPAceh.

KPU PROVINSI RIAU

Keteran{a[:

1 Pilih salahsatu.

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

., Anggota

4 Anggota

5 Anggota

**) Beri tanda [il pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

NO PROVINSI rABT'PATEIT/KOTA JT'ULAE DUKT'IIGAIT

PERBNKAN

{ScbagsiEatra tercartrrr! pa&
Eomor 4 Tabcl I untut sctiqp

fab./trotrl

........................... orang

........................... orang

.........................,, orang



LAMPIRAN MODEL BA.A-KWK
PERSE ORANGAI{ PERBAIKAN

PERNTATAAN KE.IADHN KIIUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBNKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN trIANIL GUBERITUR DI TINGKAT PROVINSI

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau telah te{'adi/tidak terjadi *) kejadian khusus

dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/ Tim Bakal Pasangan

Calon Perseorangan *) 
:

BAXAL PASANGAN CALON/TIM

BAXAL PASANGAN CALOI{ *I

Ketcra[ga[ :

*) Coret yang tidak Perlu.
*.) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi, dan apabila terdapat

keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan
ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon
Perseorangan dan Ketua KPU Provinsi/ KIP Aceh.

.........................20.....
KOUISI PEUILIHAI{ I'UUU

PROVITSIRIAU

XETUA



MODEL TT.I.KWK

TANDA TERIMA PEIYDAI'TARAN PASANGAN CALOIT GUBERITUR
DAN WAXIL GT'BERIYUR RIAU

Bahwa pada hari ..............tanggal ......... bulan........... tahun
telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur, atas nama :

l. Nama Bakal Calon Gubemur :

2- Nama Bakal Calon Wakil Gubemur :

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk lnrdfile dan sofifile yang akan diperiksa
dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana terlampir.

YangMenyerahkan, YangMenerima,

CAP

Nama lengkap dan tandatanganNama lengkap dantandatangan

Keterangan:
*) pilih salah satu

) (
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MODEL TT.2.KWK

TANDA TERIMA DOKTIMEN PERBAIKAN PASAITGAN CALOIY
GUBER.ITUR DAI{ WAXIL GUBERITUR

Bahwa pada hari tanggal bu1an........... tahun
......., telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama :

1. Nama Bakal Calon Gubernur:

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubemur:

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan diperiksa
dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubemur sebagaimana terlampir.

YangMenyerahkan, YangMenerima,

CAP

Nama lengkap dantandatangan Nama lengkap dan tandatangan

Keterangan:
*)pilih salah satu
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MODEL BA.HP-KWK

Pada hari ini ..............tanggal bulan Tahun
dua ribu bertempat di........................, KPU Provinsi
Riau telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon Gubemur dal Wakil Gubernur Riau atas nama :

1. CalonGubernur:

2. Calon Wakil Gubernur:

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan
dal keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip;

KPU Provinsi Riau

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

2

J

Keterangan:
*) pilih salah satu

Anggota

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAIT PERSYARATAIV ADMINISTRASI

DOKUMEN PERSYARATAN PEITCALOITAN DA"!t
PERSYARATAN CALOIT DAJ,IIIU PEMILIHAJT GT'BERNT'R

DATT WAIIIL GT'BERIII'R RIAU

TAHUN 2OI8

4
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MODEL BA.HP
PERBAIKAN -KWK

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBNI(AIY PERSYARATAI{ ADMII|ISTRASI DOKT'IUEI|

PERSYARATAN PENCALOITAN DAIT PERSYAR.C.TAN CALOIT DALIIM
PEUILIHAIT GUBERIN'R DAN WAXIL GUBERITUR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
bertempat di........................, KPU Provinsi Riau telah

melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan

calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau atas nama :

1 . CalonGubernur:

2. Calon Wakil Gubernur:

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan

dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap

ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.

Berita Acara disusun masing-masing:

l. I (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;

2. I (satu) rangkap untuk arsip;

KPU Provinsi Riau

NO NAMA TANDA TANGANJABATAN

1 Ketua

Anggota2

|) Anggota

4 Anggota

D

*) pilih salah satu

Anggota

Keterangao :
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SURAT PERITTATAAN DT'KUIYGAN PERBAII(AN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DAL.AM PEMILIHAN GUBERITUR DAN

WAIfiL GUBERNUR

Kelurahan/ Desa*)
Kecamatan

Kabupaten/Kota*) :

Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini,saya:

l' Nama
2. NIK
3. JenisKelamin
4. Alamat
5. RT/RW
6. Tempattahir
7. Tanggallahir
8. Status Perkawinan : Belum Kawin/ Sudah Kawin/PernahKawin*)

dengan ini menyatakan dengan seben.[nya dan secara sukarela mendukung

Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau

Tahun 2O18, atas nama:

1. Caloncubernur :

2. Calon Wakil Gubernur

Sebagai buktidukunganPasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pemyataan

dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat

keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana

mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya

mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungiawabkan

secara hukum sesuai ketentuan peraturarn perundang-undangan yang mengatur

tindak Pidana Pemilu dan/ atau Undang-Undang Hukum Pidana.

20...

Yaag Membuat Peralrataan,

&!s!as@-:-) Pilih sa-la-h satu.

IIODEL B.I.KWK
PERSEORANGAN



UODEL B.1.KWK
PERSEORANGAIT

KOLEKTIF

SURAT PERNTATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CAION
PERSEORANGAN DAL/IIU PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAXIL GUBERIIUR

Kelurahan/ Desa*) :

Kecamatan :

Y bertanda

Kabupaten/Kota") :

Provinsi :

di bawah kami:

8 9 10 l11 2 3 4 5 6 7

Jealr
Ker.rnir

Rf/ Tctlt at
RW Iahlt

Beluml
$rrrtr /
Peneh
fasirt

rrDl
ciP

Jcmpol
TaaggalAlaaatNIKl{o l{aDa Iahlr I(et.
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dan
seterusnva.

NIKLatnallo

Belutr/
Sqrlrh /
PerDrh
xawiB

TTDI
AhDst cap

.rctrpol
Jeair

Kclleli
R"/
Rg

TcE!}at
L.-hir

feagSrl
Lrtlt Ket.
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dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung

pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Riau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Tahun 2018, atas nama:

1 . Calon Gubernur :

2. Calon Wakil Gubernur:

Surat pemyataandukungan ini dilampiri FotokopiKartuTanda Penduduk

Elektronik atau suratketerangan yang diterbitlan oleh dinas kependudukan dan

catatan sipil.

Demikian pemyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan

ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami

bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tindak Pidana Pemilu dan / atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangaa :

") Pilih salah satu.



MODEL B.2.KWK
PERSEORAIVGAI{

PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAII DUKUNGAN PERBAJKAN BAI(AL PASANGAN CAI,ON
PERSF,ORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAXIL GUBERNUR

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur :

2. Bakal Calon Wakil Gubernur:

.orarlg;

Kabupaten/ Kota;

3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU

orang dan Kabupaten/ Kota;

4. Jumlah dukungan bakal pasalgan calon perseorErngan yang memenuhi syarat

berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Bakal Pasangan

Calon Perseorangan di tingkat Provinsi sesuai dengan BA.S-KWK

Perseoralgan/BA.7-KWK Perseorangan*) sebanyak.....................orang;

5. Jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang harus

dipenuhi pada saat perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

sebanyak .... orang, yang merupakan 2 (dua) kali lipat dari jumlah

orang (.....%);

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Provinsi sebanyak

2. Jumlah Kabupatensebanyak

Provinsisebanvak

kekurangan dukungan.

6. Jumlah seluruh dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

7. Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebar di

Kabupaten/ Kota atau setara dengan (.........yt)



No Nama
Kabupaten

Nama
Kecamatar

Nama Kelurahan / Desa Juul,ah
Dukuagaa

1 2 3 4
1 1 Orang

2 Ora-ng
......dst .....Orang

2 1 Oralg
2 Orang
3.....................dst .....Oralg

3...... 1 . .....Orang
2 Orang

-, I

3 ........dst

1

Or

Orarrg
2 ........Orang

.... ... ...dst Oralg
2 ...... ..Orang

2....... ...... ..Orang
dst Orang

I Orang
Orang

dst Orang

Tabel Rekapitulasi Julah Dukungan Perbaikan
Bakal Pasangaa Caloa Pe rseorangaa

Demikian Rekapitulasi dukungan perbaikaa ini disusun untuk digunakan
sebagaimana mestinya...

Bakal Calon Bupati
Kabupaten Rokan Hilir,

Materai

Salinan Sesuai Dengan Asliaya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIIIAI{ U}IUU

Bakal Calon trIakil Bupati
Kabupaten Rokan Hilir,

KETUA KOMISI PEMILIHAN IJMITM
IIABUPATEN ROKAN HILIR

SI'PRIYANTO

KA8 UP

e

KABUPATEN ROKAN HILIR

5
1

1

J.

2.

(. ..)

Ditetapkan di BagansIAPIAPI
Pada tanggal 18 Oktober 2019

ttd

( .)


